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Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti melihat adanya kepemimpinan 
seorang kepala desa perempuan yang memimpin selama 3 periode berturut-turut. 
Undang-undang No 6 Pasal 78 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Tujuan 
Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan mendasar serta 
kualitas kehidupan manusia yang sejahtera, memanfaatkan sumber daya alam 
dan lingkungan secara berkelanut serta pembangunan potensi ekonomi tingat 
lokal. Kedudukan kepala desa perempuan dalam memimpin harus bisa 
menunjukkan kemampuannya agar tidak dipandang sebelah mata oleh 
masyarakat. Oleh sebab itu kepala desa selalu menggunakan strategi yang kuat 
untuk membangun sebuah desa yang maju. Dari keingintahuan  tersebut sehingga 
peneliti mengambil judul skripsi : Strategi Kepemimpinan Kepala Desa 
Perempuan Dalam Politik Lokal Di Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbau Kebupaten Lamongan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
strategi kepemimpinan yang telah diterapkan oleh kepla desa sehingga bisa 
mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk terus memimpin di desa 
tersebut.untuk menjawab masalah tersebut peneliti menggunakan metode 
kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang 
digunakan memakai teori Kepemimpinan dan Kebijakan Publik. 
Hasil penelitian dapat ditarik dari beberapa kesimpulan yang sudah peneliti 
ambil. Kepala desa perempuan di desa moronyamplung sudah cukup baik dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala desa moronyamplung meskipun 
masih terdapat beberapa kendala di program-program pembangunan desa tapi 
masyarakat desa moronyamplung tidak pernah menyangkut pautkan masalah 
gender dalam kepemimpinan kepala desa. Strategi kepemimpina kepala desa 
adalah untuk menjadikan desa menjadi desa yang maju melalui visi misi yang 
sudah diterapkan oleh kepala desa, sehingga desa dalam proses pembangunan 
bisa berjalan sesuai dengan rancangan desa yang sudah ditetapkan. 
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A. Latar Belakang 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 6 Pasal 78 Tahun 2014 yang 
menjelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan mendasar serta kualitas kehidupan manusia yang 
sejahtera, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanut 
serta pembangunan potensi ekonomi tingat lokal. Pembangunan desa adalah 
upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. 
Dalam setiap organisasi, Kepemipinan merupakan konsep untuk 
mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dalam menentukan tujuan sebuah 
organisasi, memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan dan saling bekerja 
sama sekaligus memperbaiki budaya yang ada, selain hal tersebut juga 
mempengaruhi interpresasi mengenai peristiwa yang ada di organisasi. 
Perolehan sekaligus dukungan dari sesama anggota atau orang lain, memelihara 
hubungan kerja sama kelompok. 
 
 

































Seoarang pemimpin adalah faktor utama dalam kemajuan sebuah 
bangsa. Pemimpin yang menjadi pemeran utama sudah pasti memiliki ide yang 
positif bagi kemajuan bangsanya seperti gaya kepemimpinan yang baik dan 
lewat progrm-program yang telah disusun. Seorang pemimpin menjadi panutan 
bagi masyarakat akan tetapi ucapan dan tujuannya harus sejalan dengan 
tindakannya.  
Undang-undang 1945 pasal 27 ayat 1 menjelaskan adanya pengakuan 
terhadap prinsip perempuan bagi warga negara indonesia. Prinsip tersebut 
menghapuskan deskriminasi. Karena setiap warga negara Indonesia 
mempunyai hak asasi manusia yang sama di dalam hukum tanpa memandang 
jenis kelamin , golongan, ras dan agama.1 Melalui Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 yang telah disahkan  membahas mengenai 
konfensi deskriminasi terhadap kaum perempuan dalam segala bentuk apapun. 
Sebagai contoh, penetapan kuota perempuan 30% sebagai calon 
legislative dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum. Kenyataan hasil dari pemilu 2004 belum signifikan, masih sangat jauh 
dibawah target, sebagai gambarannya, di DPR RI Perempuan hanya 
mendapatkan 11,27% dari 550 orang, di DPD perempuan mendapatkan 21% 
dari 128 orang, dan di DPRD propinsi hanya 9% dari 1,849 orang.2 
                                                           
1 Moempoeni Marjoko, Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Bagi Wanita Dan Pelaksanaannya Di 
Indonesia (Semarang : Universitas Diponegoro 1999) Hlm. 2 
2 Ani Soejibto, Politik Perempuan Bukan Gerhana (Jakarta Kompas 2005) Hlm. 7 
 

































Sekarang ini perempuan sudah berperan aktif di berbagai bidang 
kehidupan seperti bidang ekonomi, bidang politik, serta sosial, hal yang 
biasanya pantas di kerjakan laki-laki sekarang ini sudah bisa dikerjakan oleh 
seorang perempuan. Dalam intruksi presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
pengarustamaan gender dan munculnya kegiatan yang berbasis gender, 
termasuk penyusunan statistik dan indikator gender yang pertama kalii di rilis 
BPS pada tahun 2000 yang menunjukkani rencahnya representasi perempuan 
dalam DPR (8,8%), MPR (9,1%), DPR (2,7%), Hakim Agung (13%), Kepala 
Desa (2,3%).3 
Berbagai bentuk perjuangan politik sudah digeluti oleh perempuan, 
seperti LSM, Kabinet, partai politik, parlemen dan lain sebagainya. Kaum 
perempuan telah berfikir bahwa mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan 
yang sama dengan laki-laki yang bisa digunakan untuk mempolitisir sekaligus 
mengontrol kaum laki-laki untuk memberikan suara terbanyak, serta bisa di 
manfaatkan untuk kepentingan tertentu.4 Begitu juga dengan budaya 
masyarakat yang bersumber agama bisa menjadikan factor yang menghambat 
lajunya kepemimpinan gender. Bisa dilihat dari pemilu 2004 yang bisa menjadi 
pembelajaran yang harus dihadapi perempuan.  
Dalam acara musyawarah Nasioanl Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang 
diselenggarakan pada bulan November 1997, ditetapkan keputusan Nomor 
                                                           
3 Jurnal Sosial Dan Umaniora, Ni Wahyuni Arini, Kepemimpinan Lokasi Dan Kehidupan Sosial Politik 
Perempuan Di Dua Desa Aga Kabupaten Bulelang Vol. 3 No. 2 Oktober 2014 
4 Primariantari, Dkk, Perempuan Dan Politik Tubuh Fantastis (Yogyakarta : Konisius 1998) Hlm. 41 
 

































004/Munas/11/1997 mengenai kedudukan perempuan dal agama islam, bahwa 
keputusan tersebut mengakui5 : 
Sebagai mana ditegaskan dalam Al-Qurán dan Hadit islam 
memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun dalam 
budaya patriarki telah mendistorsikan prinsip tersebut sehingga menjadikan 
permpuan tersubordinari dan terdiskriminasi dalam peran public.  
Keputusan tersebut dijadikan pegangan perempuan dan lembaga-
lembaga diluar struktur Nahdlatus Ulama dalam melakukan penyadaran untuk 
perempuan di negara Indonesia. Dari kepeutusan di atas secara tegas sudah 
mensyaratkan kapabilitas dan aksebilitas. 
Dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 pemerintah Indonesia 
mengeluarkan Pengarus Utamaan Gender sebagai bagian dari perempuan 
Indonesia. Hal ini telah ditegaskan bahwa PUBG merupakan stategi untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. 
Melalui program dan kebijakan yang memperhatikan pelaksanaan dan evaluasi 
dari seluruh bidang kehidupan dan pembangunan.6 
Kepemimpinan Desa merupakan pemimpin penyelenggara 
pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan 
                                                           
5 Jurnal Studi Gender Dan Anak, Maria Ulfa Ansor, Kepemimpinan Perempuan Ditingkat Lokal Vol. 3 
No. 1 Juni 2008 
6 Ibid Hlm : 4 
 

































bersama BPD, Kepala Desa merupakan pimpinan di lembaga eksekutif  dengan 
dibantu oleh prangkat desa dalam menjalankan kepemimpinannya7. Pemerintah 
desa mempunyai kewajiban dalam memimpin desa yaitu dengan 
menyelenggarakan wewenang dan tugasnya dibidang pemerintah, 
pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan 
pemerinta desa. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan desa 
telah membuat kebijakan dalam hal pelayanan, peningkatan serta 
memberdayakan masyarakat desa bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu 
kepala desa juga berperan untuk mewakili desa dalam rangka pembentukan 
badan kerja sama antar desa. Lebih jelasnya, dalam Peraturan Pemerintahan No. 
72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 7 kepala desa merupakan pimpinan dari 
pemerintahan desa. pimpinan adalah orang yang mempunyai kedudukan 
sekaligus kemampuan untuk empengaruhi orang lain dala rangka mencapai 
tujuan tertentu.8 
Desa Moronyamplung adalah desa yang terletak di Kecamatan 
Kembangbau Kabupaten Lamongan dipimpin oleh kepala desa perempuan 
selama 3 Periode. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang 
                                                           
7 Hanif Nurkholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta : Erlangga 2011) 
Hlm. 67 
8 Pasolong, Harbani Teori Administrasi Publik ( Bandung : Alfabeta 2008 ) Hlm : 110 
 

































Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 39 bahwa kepala desa memegang jabatan 
selma 6 tahun. Kepala desa bisa menjabat sebanyak 3 periode selama berturut-
turut atau tidak secara berturu-turut. Sebelum ini desa moronyamplung 
termasuk desa yang tertinggal jauh dari masa sekarang. Sebelum dipimpin oleh 
kepala desa Sri Rahayu masyarakat di desa moronyamplung belum tertata 
karena masih kurangnya pengetahuan akan kebijakan dan penghasilan yang 
didapat dari mereka tidak jauh hanya dari hasil panen karena kebanyakan 
masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani.  
Kedudukan kepala desa perempuan dalam memimpin harus bisa 
menunjukkan kemampuannya agar tidak dipandang sebelah mata oleh 
masyarakat. Oleh sebab itu kepala desa selalu menggunakan strategi yang kuat 
untuk membangun sebuah desa yang maju. Begitupun dengan pembangunan, 
peranan perempuan harus mendapatkan takaran yang seimbang karena 
kemampuan tidak terkait dengan jenis kelamin. Oleh sebab itu pemimpin 
kepala desa perempuan harus mempunyai kebijakan yang kuat agar bisa 
membangun desa yang maju dan bisa menyejahterakan masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk 
melakukan penelitian yang berjudul : Strategi Kebijakan Pemimpin 
Perempuan Dalam Politik Lokal ( Studi Kasus Kepemimpnan Kepala 
Desa Perempuan Di Desa Moronyamplung Kembangbau Lamongan ). 
 

































B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas maka dapat megambil rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Moronyamplung  
dalam Pembangunan Desa ? 
2. Bagaimana Kebijakan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam 
Mengatur Desa Moronyampung ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik sangatlah berpengaruh, oleh 
karena itu untuk menciptakan kepemimpinan yang baik maka tujuan masalah 
yang diambil sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Strategi Kepemimpinan dan Kepengurusan Kepala 
Desa Moronyamplung dalam Pembangunan Desa. 
2. Untuk mengetahui Kebijakan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan 
Dalam Mengatur Desa Moronyamplung  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis 
 Penelitihan ini diharapakan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dan pengetahuan bagi Mahasiswa untuk berpartisipasi Aktif sekaligus 
menambah wawasan tentang Kebijakan Pemimpin perempuan dalam mengatur 
Desa. 
 


































Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan landasan bagi 
peneliti dan kalangan Akademik untuk menjadikan rujukan atau referensi 
dalam menambah wawasan untuk melakukan penelitian lain yang selanjutnya. 
E. Definisi Konseptual 
1. Strategi Kepemimpinan 
Strategi adalah pola pikir seseorang untuk dapat mencapai tujuan tertentu, 
maksud dari tujuan jangka panjang adalah sesuatu yang ditargetkan kurang 
lebih dari 1 tahun yang akan datang, sedangkan jangka pendek adalah 
sesuatu yang ditargetkan kurang lebih dari 1 tahun. Adapun tujuan startegi 
yaitu sesuatu yang ingin ditargetkan agar posisi yang diinginkan bisa 
menjadi lebih kuat. Selain itu juga ada tujuan finansial yaitu target yang 
telah ditentukan oleh manajemen berhubungan dengan kerja finansial. 
Berdasarkan dari bebrapa konsep dan tujuan startegi diatas, maka strategi 
dapat didefinisikan sebagai berikut : 
a. Sebuah Alat untuk mencapai tujuan. 
b. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan tindakan sekaligus 
keputusan yang dapat dipilih oleh organisasi. 
c. Dan seperangkat perencanaan yang telah dirumuskan terhadap 
ketentuan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal.9 
                                                           
9 http://eprints.walisongo.ac.id/1145/3/081311023.Bab2.pdf  
 

































2. Gaya Kepemimpinan  
Gaya “Style” merupakan kekuatan, irama, cara, bentuk dan metode 
yang khas bagi seseorang untuk bergerak dalam berbuat sesuatu.10 
Sedangkan gaya kepemimpinan adalah prilaku maupun startegi yang 
merupakan hasil dari keterampilan, filsafah, sikap, sifat yang harus di 
terapkan oleh seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain 
dalam mengambil keputusan. Dalam konteks kepala desa menurut 
Ndraha11, bahwa gaya kepemimpinan dapat juga disebut kekepalan. 
Misalnya kesediannya untuk memperhatikan pendapat dari orang lain, 
dengan cara menggunakan varian dari gaya deokratik dan gaya otokratik.  
Gaya Kepemimpinan memiliki beberapa pola dasar antara lain :12 
- Gaya kepemimpinan yang berpola pada hubungan kerja sama. 
- Gaya kepemimpinan beropla dalam mementingkan pelaksanaan 
tugas secara efesien dan efektif. 
- Gaya kepemimpina yang mengutamakan kepentingan untuk 
mencapai perwujudan dari organisasi tersebut. 
Organisasi membuahkan seorang pemimpin yangi memiliki visi misi 
demi mewujudkan tujuan dari organisasi dibentuk. Seorang pemimpin 
                                                           
10 Syafiie Ini Kencana, Sistem Administrasi Negara Republik Negara (Jakarta : Bumi Aksara 2003) Hlm. 
150 
11 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) (Jakarta : Rineka Cipta 2003) Hlm. 221 
12 Skripsi Muh Ismail, Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi Perbaikan Jalan Desa Di Desa Baraya 
Kecamatan Batramba Jenaponta 2016) Hlm. 23 
 

































mempunyai tanggung jawab demi berjalannya organisasi tersebut dan juga 
memberikan prilaku yang baik untuk mempengaruhi bawahannya agar 
dapat bekerja secara maksimal. Prilaku seorang pemimpin bisa dilihat dari 
pengalaman dalam masa hidupnya, hal itu bisa menjadi pengaruh dari gaya 
kepemimpinan yang digunakannya. 
3. Kebijakan  
Sebuah analisi menjelaskan bahwa kebijakan adalah diskusi 
berkelanjutan tentang penalaran filosofis sebenarnya, yang dapat 
dimasukkan untuk bekerja dengan cara langsungi membantu pembuatan 
kebijakan. Ragam masalah yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan, 
dalam setiap kasus teorisasi filsafat memberikan penjelasan dan juga dapat 
memberikan kontribusi bahwa kebijakan umumnya digunakan untuk 
memilih dan menemukan pilihan yang penting untuk mempererat 
kehidupan baik didalam organisasi maupun privat. 
Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan untuk saling 
berhubungan dengan sesuatu keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat 
pemerinthan. Kebijakan harus terbebas dari sebuah kondisi ataupun mangsa 
yang berhubungan dengan politis karen sering diyakini mengandung makna 
keberpihakan akibat kepentingan. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 
konsisten serta berulang.13 
                                                           
13 Sahya Anggara, M.Si, Kebijakan Politik (Bandung : CV Pustaka Sertia 2014) Hlm. 14 
 

































4. Kepala Desa 
Setiap desa pasti dipimipin oleh seorang kepala desa yang dipilih 
langsung oleh masyarakat desa. Masa jabatan kepala desa dalam masa 
kepemimpinannya selama 1 periode yaitu 6 tahun dan dapat dipilih lagi 
hingga dua kali pemilihan karena masa periode kepala desa yaitu selama 3 
periode / kepemimpinan. 
Tugas dari kepala Desa sebagai mana yang sudah tercantum dalam 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa berbunyi 
“kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, 
melaksanakan pebangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa “. Oleh sebab itu kepala desa adalah orang 
yang bertanggung jawab atas ketentraman dan keselamatan masyarakat 
karena kepala desa adalah harapan bagi masyarakat. 
5. Kepemimpina Politik Perempuan 
Dalam masyarakat patriarki, kepemimpinan memamng selalu identik 
dengan laki-laki, sedangkan perempuan tidak mempunyai wewenang untuk 
menjabat sebagai pimpinan. Sebenarnya keefektifan pemimpin bukan 
ditentukan dari jenis kelamin yang berkuasa melainkan ditentukan dengan 
kualitas, kualitas dari pimpinan itu sendiri. Perempuan dan laki-laki pada 
dasarnya sama, memiliki akal dan budi pekerti yang sama dan sama-sama 
memiliki tujuan hidup dan harapan yang sama. Dan tentu mereka juga 
mempunyai cara sendiri dalam memimpin baik secara individu maupun 
 

































sosial karena pada dasarnya laki-lai dan perempuan diciptakan sama oleh 
yang maha kuasa. 
Sebenarnay, islam telah memberikan hak-hak perempuan antara lain 
hak reproduksi, hak politik, social, ekonomi, budaya. Namun pada tatanan 
social hak-hak tersebut sering kali disamarkan dengan dalih agama.. 
Sedangkan islam Liberal menolak penafsiran Al-Qurán tentang gender 
yang kemudian melahirkani kesimpulan bahwa laki-laki superior 
sedangkan perempuan interior, laki-laki bisa menjadi pemimpin perempuan 
tidak. Dari penafsiran tersebut akani berimbas pada penegasan peran public 
perempuan demikian pula dalam persoalan politik.14 
Ayat yang sangat menjadi sorotan tajam tentang kepemimpinan 
perempuan adalah Q.S Al-Nisa’ (4) : 34. Secara lengkap arti tersebut adalah  
ُموَن َعلَى ٱلنَِّسآءِ  َجاُل قَوَّٰ  ٱلّرِ
“laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) 
dank arena mereka (laki-laki) telah manafkahkan sebagian harta 
mereka”. 
6. Perempuan Dalam Politik Lokal 
Meskipun di negara  indonesia telah menunjukkan kemajuan 
keterwakilan perempuan di partai politik dan perempuan sebagai pejabat 
                                                           
1414 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta : Darus Sunnah 2013) Hlm. 123 
 

































yang terpilih dari pelayanan publik, departemen, komisi nasional dan 
peradilan, perjuangn tersebut harus tetap berlanjut secara berturut-turut. 
Sebuah pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang 
rendah dibidang politik dari pemerintahan akan mempengaruhi kualitas 
sekaligus kuantitas kebijakan publik yang responsive terhadap perempuan 
maupun laki-laki. Sebagai mana haids Al-Qur’an yang menjelaskan pria 
maupun wanita saling menjadi pembela di antara mereka QS. At-Taubah 71 
َهْوَن عَ ِن اْلُمْنَكِر  ْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِ َْ ُمُروَن  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْوِلَياُء بـَْعٍض 
ََّ  عَ زِيٌز َحِكيٌم  َُّ ِإنَّ ا ََّ َوَرُسوَلُه أُولَِئَك َسَريَْمحُُهُم ا َويُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن ا
٧١)) 
” dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” 
Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan 
hendaknya saling menjadi penolong meskipun kulitas kebijakan perempuan 
 

































ditingkat pemerintah sangat rendah. Laki-laki dan perempuan harus bisa 
saling meningkatkan kualitas kebijakan di ranah public. 
7. Pembangunan Desa 
Pembangunan adalah rangkaian usaha perubahan berencana yang 
dilakukan secara sadar oleh suatu pemerintah maupun negara untuk menuju 
sesuatu yang lebih moderen dalam rangka pembinaan bangsa15. 
Dalam PP Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 88 Ayat 1 telah menyebutkan 
bahwa pembangunan dalam kawasan desa yang dilakukan oleh 
Kabupaten/Kota wajib mengikut sertakan BPD. Sedangkan pada ayat 2 
disebutkan bahwa wajib mengikut sertakan masyarakat pedesaan dalam 
perencanaa, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan 
guna sebagai pemberdayaan masyarakat. 
Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda, 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut16 : 
a. Kepentingan masyarakat desa 
b. Kewenangan desa 
c. Kelancaran inventasi 
d. Kemakmuran lingkugan hidup 
e. Kecocokan kepentingan antara kawasan dan umum 
                                                           
15 Siagan Sondang P, Administrasi Pembangunan (Jakarta : PT Gunung Agung  1980) Hlm. 2-3 
16 Skripsi Nana Lutfiana, Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Keras Kepoh Kecamatan 
Mancur Kabupaten Rembang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang. Hlm 43 
 

































Dalam perencanaan pembangunan masyarakat harus dipandang 
sebagai subyek dan objek guna untuk mencapai hasil yang diharapakan 
dalam pelaksanaan pembangunan.17 
F. Sistematika Pemabahasan 
 Bab Pertama, Pembahasan 
o Latar belakang masalah 
o Perumusan pokok masalah 
o Tujuan penelitian 
o Telaah pustaka 
o Kerangka teori 
o Metode penelitian 
o Sistematika pembahasan 
 Bab Dua, Membahas mengenai kajian pustaka tentang Kebijakan 
Pemimpin perempuan dalam politik local studi kasus pemimpin kepala 
desa perempuan. 
 Bab Tiga, metode penelitian membahas jenis penelitian, sumber data, 
lokasi penelitian, dan teknik pengumpulan data. 
 Bab Empat, pembahasan yaitu membahas temaun yang didasari dengan 
teori-teori yang telah digunakan. 
 Bab Lima, penutup terdiri atas : 
                                                           
17 Ibid : Hlm 44 
 

































o Kesimpulan  
o Saran  
Kesimpulan merupakan inti dari pembahasan dari setiap bab-
bab sebelumnya, sedangkan saran berisikan tentang kritikan dan 
masukan yang bersifat kontruktif. 
 Daftar Pustaka 
 Lampiran  
o Transkip nilai 
















































A. Penelitian Terdahulu 
1. Jurnal yang berjudul “ Fungsi Dan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa 
Perempuan Di Desa Masaran Banyuates Sampang “ Oleh Holilah 
Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya 2014. Dari hasil temuan bahwa 
fungsi dari kepemimpinan kepala desa perempan di desa tersebut tidak 
berjalan sesuai visi misi. Gaya kepemimpinan kepala desa perempuan 
di desa masaran telah dikategorikan sebagi gaya kepemimpinan laisez 
faire. 
Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yanag akan dilakukan 
adalah penelitian yang ditulis oleh Holilah  yaitu tentang budaya 
patriarki dan pengaruh gender dalam kepemimpinan sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang kebijakan perempuan 
dalam kepemimpinannya. 
2. Jurnal yang berjudul “ Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan 
Desa ( Studi Kasus Pemerintah Desa Terara Kecamatan Terara 
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007-2012 ) ditulis oleh Dewita 
Harthanti pendidikan IPS Prodi Pendidikan sosiologi STKIP 
Hnzanwadi Selong. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan yang dipimpin oleh kepala desa perempuan Hj Siti 
 

































Nurbaya dalam menjalankan tugasnya menggunakan gaya 
kepemimpinan yang bersifat demokratis, dimana gaya kepemimpinan 
ini memberikan wewenang terhadap anggotanya. Pada gaya 
kepemimpinan ini peran anggota lebih besar dan pemimpin hanya akan 
menunjukkan tentang cara untuk mencapai sasarannya. Adapun 
beberapa factor motivasi diri yang mendorong kepala desa untuk 
mencalonkan menjadi kepala desa perempuan di desa terara. 
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 
kepemimpinan perempuan. 
Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Dewita Harthanti menggunakan gaya kepemimpinan saja 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan tipe 
kepemimpinan yang demokratis. 
3. Skripsi yang berjudul “ Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di 
Desa Karas Kepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang “ ditulis 
oleh Nana Lutfiana Universitas Negri Semarang Prodi Politik dan 
Kewarganegaraan 2013. Dari hasil temuan dalam pelaksanaan program 
pembangunan kepada masyarakat sudah memberikan kemajuan 
terhadap Desa Karas Kepoh. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa 
perempuan sudah berperan aktif dalam kegiatan pembangunan, Peran 
tersebut dibuktikan dengan berdirinya bangunan jembatan gantung, 
akses jalan raya dan bangunan pusat layanan internet masyarakat. Peran 
 

































kepemimpinan Kepala Desa perempuan dalam pelayanan kepada 
masyarakat sudah berjalan dengan baik. Kepala Desa dengan dibantu 
oleh perangkat desa memberikan pelayanan berupa pengurusan 
administrasi kependuduka. Adapun Faktor-faktor penghambat 
kepemimpinan Kepala Desa perempuan sebagai berikut : aspek sosial 
yaitu rendahnya tenaga kerja, aspek budaya yaitu masyarakat 
menganggap bahwa kepemimpinan Kepala Desa perempuan masih 
rendah bila dibandingkan dengan kepemimpinan laki – laki. 
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang gaya 
kepemimpinan kepala desa. 
Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Nana Lutfiana yaitu tentang 
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sedangkan penelitian yang 
akan dilakukan yaitu mengenai strategi kepemimpinan Kepala Desa. 
4. Skripsi yang berjudul “ Kepemimpinan Kepala Desa Peremuan di Desa 
Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kbupaten Mesuji “ ditulis oleh 
Kirwanto Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung prodi 
Pemikiran Politik Islam 2018.  Dari hasil penelitian menunjukkan 
adanya pengaruh karakteristik pekerjaan dengan kepemimpinan 
perempuan. Secara umum kepemimpinan yang digunakan oleh Kepala 
Desa perempuan di Desa Mukti Karya adalah kepemimpinan 
demokratis dengan karakter kepribadian yang layak menjadi panutan, 
kreatif dalam menciptakan kegiatan baru Adapun beberapa Hambatan 
 

































yang dihadapi oleh kepala desa perempuan dalam program 
pembangunan dan pelayanan masyarakat antara lain hambatan yang 
bersifat sosial budaya, budaya patriarkhi , peran domestik perempuan 
dan stereotip gender. 
Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang gaya 
kepemimpinan kepala desa perempuan. 
Perbedaan penelitian yang ditulis oleh kirwanto yaitu lebih fokus pada 
bagian gaya kepemimpinan kepala desa penyelenggaraan pemerintahan 
sedangkan dalam penelitian ini yaitu lebih fokus tentang kebijakan 
kepemimpinan kepala desa mewujudkan desa maju. 
5. Jurnal Studi Gender dan Anak yang berjudul “ Tantangan 
Kepemimpinan Perempuan Di Tingkat Lokal ” oleh Maria Ulfah 
Anshor Ketua Uumum PP Fatayat NU Studi Gender STAIN Purwokerto 
2008, dari hasil temuan bahwa tradisi yang turun temurun dari 
masyarakat menempatkan kaum perempuan dalam sektor domestik 
begitu juga budaya masyaraka yang bersumber dari pemahaman agama, 
khususnya ditingkat lokal menjadi faktor lajunya kepemimpinan 
perempuan. Perempuan yang terjun kedunia politik harus menerima 
kenyataan diperlakukan sebagai kelompok minoritas yang dihadapkan 
pada banyaknya undang-undang atau kebijakan yang tidak memiliki 
prespektif perempuan. 
 

































Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai 
kepemimpinan perempuan dalam politik lokal. 
Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa 
lebih memfokuskan kedalam politik lokal menurut budaya agama 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan 
kepemimpinan politik lokal dalam ranah pemerintahan. 
6. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Lokal Dan Kehidupan Sosial 
Politik Perempuan Di Dua Desa Bali Aga Kabupaten Bulelang” oleh Ni 
Wayan Arini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ganesha Singraja 
Bali, oktober 2014. Dari hasil temuan kaum perempuan dilibatkan 
dalam kehidupan social politik dengan memberdayakan atau 
mengoptimalkan organisasi perempuan yang sudah ada didesa, 
memberikan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk 
menduduki peran yang ada didesa. Tetapi, pekerjaan yang diambil oleh 
perempuan disesuaikan dengan pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh 
perempuan. Agar perempuan tidak merasa disisihkan oleh pemimpin 
local tetapi diberi kesempatan yang sama untuk bisa berkreasi. 
Perempaun belajar memerankan partisipasi social politik melalui 
penerapan pola dan mekanisme pendidikan demokrasi dalam keluarga 
terlebih dahulu. 
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama tentang politik lokal. 
 

































Perbedaannya dalam penelitian yang ditulis oleh Ni Wayan Arini yaitu 
hanya fokus dalam masalah kesetaraan gender dalam politik sedangkan 
penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai kepemimpinan 
perempuan dalam politik lokal. 
7. Jurnal yang diambil dari “ Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam 
Meingkatkan Pelayanan Masyarakat ”. oleh Istri Nursholikah FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang November 2016. Dari hasil 
penelitian menyebutkan bahwa terdapat masyarakat yang kontra 
terhadap kepemimpinan perempuan, seiring dengan kepemimpinan 
kepala desa masyarakat bisa menerima hadirnya kepemimpinan kepala 
desa perempuan. Tipe dan metode yang digunakan oleh kepala desa 
yaitu tipe peka terhadap saran-saran, bisa dilihat dari pengambilan 
keputusan kepala desa selalu mengadakan musyawarah dengan 
perangkat desa dan karangtaryuna. Sedangkan untuk tipe yang 
digunakan kepala desa perempuan adalah gabungan tipe misionaris dan 
tipe developer yang terlihat pada kehidupan sehari-hari. 
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas gaya 
kepemimpinan kepala desa. 
Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian Istri Nursholikah 
menggunakan kepemimpinan kepala desa dalam prespektif gender 
sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan tipe 
kepemimpinan demokratis melalui pendekatan terhadap masyarakat. 
 

































8. Jurnal yang berjudul “ Kepemimpinan, Modal Sosial, Dan 
Pembangunan Desa ( Kasus Keberhasilan Pembangunan Di Desa 
Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut ” ditulis oleh Iyep 
Saefulrahman Ilmu Pemerintahan April 2015. Dari hasil penelitian 
tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan kepala desa dengan 
karakter yang sensitive dan responsive menjadi tumbuhanya 
kepercayaan dari masyarakat dalam diri kepala desa. Denagn 
menggunakan karakter yang seperti itu maka keberhasilan 
pembangunan di suatu desa akan terkait dengan sumber daya yang 
dimilikinya. Ketika desa kurang memiliki sumber daya ekoomi dan 
manusia, maka kehadiran sumber dayasosial dapat dijadikan modal atau 
energy untuk dapat membangun desa. 
Persamaan dalam peneliyian ini yaitu sama-sama membahas tentang 
kepemimpinan kepala desa. 
Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis Iyep 
Saefulrahman tentang analisi pembangunan desa sedangkan penelitian 
yang akan di teliti yaitu membahas mengenai strategi kebijakan 
pemimpin kepala desa dalam mengatur desa. 
9. Skripsi yang berjudul “ Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan dii 
Desa Keras Kepoh ” ditulis oleh Nana Lutfiana Ilmu Sosil Universitas 
Negri Semarang 2013. Hasil dari penelitian tersebut bahwa peran 
kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pelaksanaan program 
 

































pembangunannya sudah mendapatkan kemajuan di desanya. Hal 
tersebut dilihat bahwa kepala desa perempuan sudah berperan aktif dala 
kegiatan pembangunan, sebagai motivator yang memotivasi 
bawahannya. Peran tersebut bisa dibuktikan dengan berdirinya 
bangunan jembatan gantung, akses jalan raya dan bangunan pusat 
layanan internet masyarakat. Kepala desa memberikan pelayanan yang 
cepat selama 24 jam dan tipe kepemimpinan yang diterapkan kepala 
desa adalah tipe kepemimpinan yang demokratis. 
Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kepemimpinan 
kepala desa perempuan. 
Perbedaan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh 
Nana Lutfiana membahas mengeai model kepemimpinan sedangkan 
dalam penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada tipe 
kepemimpinan kepala desa 
10. Skripsi yang berjudul “ Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam 
Lembaga Pemerintahan Desa ( Studi Kasus Di Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Kendal ) ” ditulis oleh Win Utami Mahmuda Faultas Ilmu 
Sosial, Sosiologi dan Antropologi Universitas Negri Semarang 2011. 
Hasil dari penelitian tersebut adalah model pemerintahan yang 
digunakan kepala desa perempuan adalah kepemimpnan demokratis 
dengan melakukan pendekatan ke masyarakat yang dilakukan melalui 
kegiatan PKK, Pengajian yang diadakan secara anjangsana di rumah 
 

































warga. Dalam pengambilan keputusan kepala desa selalu mengadakan 
musyawrah dengan prangkat desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat 
setempat. Jadi kepala desa perempuan desa sukorejo menggunakan ases 
keterbukaan dan demokratis dalam menentukan kebijakan. 
Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 
kepemimpinan kepala desa. 
Perbedaan dalam penelitin ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Win 
Utami Mahmuda tentang deskripsi gaya kepemimpinan kepala desa dan 
partisipasi masyarakat sedangkan peneitian yang akan dilakuakan yaitu 
mendeskripsiakan bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa 
erdasarkan visi dan misi. 
11. Jurnal yang berjudul “Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam ( 
Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa 
Rasulallah ). Ditulis oleh Zaky Ismail UIN Sunan Ampel Surabaya 
2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kondisi perempuan 
pada masa awal islam sangat memprihatinkan karena pada masa itu 
belum adanya norma-norma hukum. Setalah bangsa arab memluk islam 
kondisi yang semula tidak ideal bagi perempuan berubah menjadi 
kondisi yang patut untuk dibanggakan karena mereka sudah memiliki 
hukum peraturan dalam agama. Perempuan arab yang hidup dibawah 
naungan agama islam dapat berperan aktif dan dinilai sebagai peran 
positif dalam wilayah publik. 
 

































Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran 
perempuan dalam politik 
Perbedaan dalam penelitin ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Zaky 
Ismail membahas mengenai keadaan dan kondisi perempuan arab pada 
masa Nabi Muhammad sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
membahas mengenai kepemimpinan perempuan berdasarkan peraturan 
yang ada. 
B. Kerangka Teori 
1. Teori Kebijakan Publik 
Keban (2004:55) menjelaskan bahwa : “Public Policy dapat dilihat 
sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan 
sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan 
merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu 
produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau 
rekomendasi dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu 
cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa 
yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai 
produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu 
 

































proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode 
implementasinya”.18 
Edwards III dan Sharkansy mengemukakan bahwai : “Kebijakan Publik 
adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan”. 
Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari 
program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan. 
Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa19 : “ kebijakan ialah suatu 
tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari 
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sarana yang di inginkan”. 
Charles O. Jones menegaskan bahwa bahwa kebijakan publik terdiri 
dari beberapa komponen sebagai berkut :20 
a) Gelar dan tujuan yang diinginkan 
b) Proposal yaitu suatu dokumen untuk mencapai sebuah tujuan 
c) Program yaitu suatu usaha untuk mencapai tujuan. 
d) Keputusan yaitu beberapa tindakan yang menentukan tujuan, 
membuat rencana, melepaskan dan mengefakuasi program. 
                                                           
18 Kebayan Yeremias T, Enam Dimensi Tentang Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu (Yogyakarta 
: Gava Media 2004) Hlm. 55 
19 Yulianto Kaji, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Gorontalo : Universitas Negri 
Gorontalo Press 2015) Hlm. 22 
20 Ibid Hlm : 23 
 

































e) Efek yaitu akibat dari progam yang telah dibuat baik sekunder 
maupun primer. 
Kebijakan publik sudah pasti membentuk lingkungan sekitarnya 
sebagai sistem sosial, ekonomi, politik serta budaya. Karena pada suatu saat 
nanti kebijakan akan menyalurkan masukan pada lingkungan yang ada 
disekitarnya, namun dengan kata lain lingkungan bisa juga membatasi 
prilaku yang dikerjakan oleh pembuat kebijakan karena maereka saling 
berkaitan seperi hubungan simbiosis muatualisme. 
Sebab itulah, sebuah kebijakan yang tersusun dengan baik dan terarah 
dalam suatu sistem yang baik pula, seharusnya memperhatikan hal-hal yang 
dikemukakan sebagai berikut21: 
1. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian. 
2. Tidak boleh ada dua kebijakan yang saling bertentangan dan 
harus bersifat konsisten 
3. Harus menyesuaikan dengan keadaan yang berkembang 
4. Harus membantu mencapaikan sasaran dan harus menggunakan 
kata-kata yang objektif 
5. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi yang eksternal 
                                                           
21 Winardi  Perilaku Organisasi. (Penerbit Tarsito Bandung 1990). Hlm : 120 
 

































Dari pandangan tersebut dapat difahami bahwa lingkungan 
kebijakan perlu difahami dalam segi makro maupun mikro. Hal ini dapat 
meliputi beberapa hal yaitu bisa melihat faktor sosial, ekonomi, politik dan 
nilai-nilai tertentu. Bisa juga mempengaruhi kebijakan pada lingkunagn 
yang khusus karena dari beberapa bentuk lingkungan lain dapat 
mempengaruhi kebijakan publik, baik dilihat dari tahapan formulasi, 
impelemntasi sampai evaluasi. Seperti karasteritik geografis, populasi 
masyarakat, budaya politik, sosial dan sistem ekonomi22. 
2. Teori Kepemimpinan 
Kepemimpinan dalam bahasa inggris adalah leadhership yang berasal 
dari kata lead yang berarti pergi, sehingga pemimpin yang secara umum 
diartikan memiliki gambaran keamanan akan akan pergi artinya suatu arah 
dimana seseorang dipengaruhi untuk pergi23. Sedangkan kepemimpinan 
secara etimologi adalah kemampuan sekaligus keberhasilan seseorang 
untuk mempengaruhi dan membujuk pihak atau tertentu untuk mencapai 
sebuah tujuan bersama-sama dan akan menjadi struktur proses24. 
 Pengertian kepemimpianan menurut Hasibuan, adalah “ cara seorang 
pemimpin mempengaruhi prilaku bawahan, agar mau bekerja secara 
                                                           
22 Yulianto Kaji, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik ( Gorontalo : universitas negri 
gorontalo press 2015) Hlm : 30 
23 Al-Zufeu Moh Salim, Kepemimpinan (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2014) Hlm. 6 
24 Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan (Jakarta : Rajawali 1983) Hlm. 38 
 

































produktif untuk mencapai tujuan organisasi25. Dari beberapa pengertian 
kepemimpinan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat 
disimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai cara seorang pemimpini untuk 
mempengaruhi bawahan agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan 
organisasi yang telah dipimpinnya. Orang yang memiliki kepemimpinan 
disebut pemimpin. Menurut Syafiie “ pemimpin adalah orang yang 
mengepalai”26. Kepala desa adalah seseoranag yang menjadi pemimpin di 
desa tersebut. Jadi seorang pemimpin kepala desa harus bertanggung jawab 
terhadap masyarakat yang telah dipimpinnya. 
Menurut Kartini Kartono27 teori kepemimpinan sebagai berikut : 
a) Teori otokratis 
Teori ini didasarkan pada perintah dan tindakan yang sewenang-
wenang. Pemimpin melakukan pengawasan yang ketat agar 
pekerjaan dapat berlangsung secara efesien dan kepemimpinannya 
berorientasi pada struktur organisasi dan tugasi kepentingan. Ciri-
ciri khasnya adalah sebagai berikut28 :  
 Memberikan printah yang harus di patuhi 
                                                           
25 Hasibuan Malayu S.P, Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah Edisi Refisi (Jakarta : Bumi 
Aksara 2006) Hlm : 170 
26 Syafiie Ini Kencana, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Jakarta : Bumi Aksara 2003) 
Hlm. 132 
27 Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1983) Hlm : 61 
28 Ibid Hlm : 61 
 


































 Menentukan kebijakan sendiri tanpa konsultasi dengan 
anggotanyai 
 Tidak pernah memerikan informasi yang mendetail tentang 
rencna yang akan dilakukan tapi hanya memberikan langka 
yang harus dilakukan 
 Memberikan pujian dan kritik priadi kepada anggotanya 
b) Teori psikologi 
Teori ini menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah 
mengembangkan dan memunculkan sistem motivasi terbaik untuk 
anggotanyai agar kesediaannya dalam bekerja bisa berjalan dengan 
baik. Pemimpin ini merangsang anggotanya untuk bekerjai agar 
mencapai sarana-sarana organisasi, maupun untuk tujuan pribadi. 
Kepemimpinan ini lebih menekankan pada sikap psikis manusi 
seperti pengakuan, martabat, minat, emosional, status social, 
suasana hati dan sebagainya. 
c) Teori sosiologi 
Kepemimpinan yang menggunakan teori sosiologi adalah untuk 
melancar relasih sebuah organisasi sebagai cara untuk dapat 
menyelesaikan konflik terhadap anggotanya sehingga akan 
menimbulkan kerja sama yang baik. Anggota pasti mengetahui hasil 
 

































dari pengambilan sebuah tindakan korektif apabila terdapat 
permasalahan yang menyimpang dalam organisasi tersebut. 
Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya kepemimpinan, berlangsung 
pula dengan kativitas kepemimpinan. Apabila aktivitas terseut dipilih-
pili maka akan terlihat gaya kepemimpinan bersama dengan polanya. 
Gaya kepemimpinan tersebut adalah bagain untuk mengklarifikasi tipe 
kepemimpinan. Menurut Rivai gaya kepemimpinan memiliki tiga pola 
dasar yaitu29 : 
1. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan tugas. 
2. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan 
hubungan kerja sama 
3. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan dari 
hasil yang dicapai 
Berdasarkan dengan 3 pola diatas maka terbentuklah prilaku 
kepemimpinan yang terwujud pada kateogi kepemimpinan yang terdiri 
dari 3 pokok yaitu : 
a) Tipe Kepemimpinan Otoriter 
                                                           
29 Rivai Veitza;, Kepemimpinan Dan Prilaku Organisasi (Jakarta : Raja Gravindo Persada 2006) Hlm. 56 
 

































tipe kepemiminan otoriter menempatkan kekuasaan hanya pada 
satu orang saja dan pemimpin sebagai penguasa tunggal. Kedudukan 
dan tugas-tuas bawahan hanya sebagai pelaksana keputusan, 
perintah, dan kehendar dari pemimpin. 
b) tipe Kepemimpinan Kendali Bebas 
Tipe kepemimpinan kendali bebas adalah kebalikan dari 
kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. 
Kepemimpinan dijalankan dengan menggunakan kebebasan penuh 
dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut 
kehendak masing-masing baik perorangan maupun kelompok kecil, 
pemimpin hanya berperan sebagai penasehat. 
c) tipe Kepemimpinan Demokratis 
Dari tipe kepemimpinan demokrasi manusia sebagai faktor 
yang utama dalam setiap kelompok organisasi. Pemimpin 
menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai sunjek yang 
memiliki kepribadian dan kesamaan berfikir seperti dirinya. Tipe 
pemimpin ini mencoba untuk memanfaatkan setiap orang yang 
dipimpin. Setiap pendapat, kemampuan, kreativitas, insiatif dan 
sebuah pikiran yang berbeda-beda saling dihargai secara wajar. 
 

































Dari tiga kepemimpinan diatas dalam praktiknya saling 
menunjang satu sama lain secara berfariasi, dan sudah disesuaikan 
dengan situasi yang ada sehingga akan menghasilkan kepemimpinan 
yang lebih efektif.30 
Fungsi Kepemimpinan 
Fungsi memiliki arti jabatan atau pekerjaan yang dilakukan bisa 
juga diartikan sebagai kerja dari sebuah pekerjaan dari tubuh. Fungsi 
kepemimpinan merupakan hubungan dari situasi sosial dimana seorang 
pemimpin harus selalu berada di depan dalam situasi apapun. 
Adapun bisa dibedakan dengan 5 fungsi pokok kepemimpinan 
yaitu : 
a) Fungsi interaksi 
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 
komunikator merupakan pihak yang menentukn 5 W 1 H dan dimana 
perintah tersebut dikerakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara 
efektif. 
b) Fungsi Konsultasi 
                                                           
30 Ibid  Hlm : 58 
 

































Fungsi ini bersifat dua arah. Pada tahap yang pertama adalah 
menetapkan keputusan. Dari fungsi ini mengaharuskan kita untuk 
berkomunikasi dengan orang yang dipimpinnya yang mempunyai 
bebrapa informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. 
c) Fungsi partisipasi 
Fungsi ini bersifat relafen karena pemimpin dalam menjalankan 
fungsinya harus berusaha mengaktifkan orang-orang yang telah 
dipimpinnya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan maupun 
melaksanakannya. 
d) Fungsi Delegasi 
Fungsi ini untuk memberikan wewenang atau menetapkan 
keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari 
pemimpin. 
e) Fungsi pengendalian 
fungsi pengendalian bermaksud untuk menjadikan 
kepemimpinan yang sukses dan mampu mengatur aktivitas anggotanya 
 

































secara terarah dengan kondisi yang efektif sehingga memungkinkan 
tercapainya tujuan bersama secara maksima.31 
Kriteria Kepemimpinan 
pemimpin memiliki sifat kepribadian yang cerdas dan kearifan 
dalam bertindak, mempunyai tanggung jawab, berkompeten ketika 
bertugas, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, 
memotivasi dan memberikan semangat kebapa bawahannya, dan masih 
banyak lagi sifat seorang pemimpin yang menjadi seorang pemimpin 
yang idel yang tidak terlepas dari tanggung jawabnya. Pemimpin yang 
baik adalah pemimpin yang bisa membaca situasi yang sedang terjadi 
di sekitar lingkungannya, dapat menyelesaikan masalah yang ada. 
Pemimpin harus mengetahui kematangan pengikut sebab berkaitan 
dengan gaya kepemimpinan yang akan ditepakan dengan tingkat 
kematangan pengikut. 
Kriteria kepemimpinan secara singkat dapat dikemukakan 
bahwa pemimpin yang efektif adalah yang bersifat jujur, berintegritas, 
                                                           
31 Skripsi Nan Lutfiana, Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Keras Kepoh Kecamatan 
Mancur Kabupaten Rembang, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Semarang. Hlm. 33 
 

































mempunyai kecerdasan, bertanggung jawab, selalu kompeten, dan 
selalu memahami bawahnnya.32 
Strategi dan Kebijakan Kepemimpinan 
Paradigma kebijakan publik yang responsive dapat memberikan 
perekmbangan masyarakat secara mandiri, implementasi maupun 
evaluasi kebijakan akan memberikan dampak peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dibutukan proses 
simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat 
menjawab dinamika, tuntutan dan kepentingan publik. Disisi lain 
kebijakan publik adalahi produk yang memperjuangkan kepentingan 
publik yang filosofinya adalah mensyarafkan pelibatan publik sejak 
awal hingga akhir.33 
Dengan berlakunya otonomi suatu daerah yang memberikan 
kewenangan untuk pemerintah dalam menyusun suatu kebijakan, maka 
peran pejabat public di daerah dalam menerapkan suatu inovasi 
kebijakan publik semakin meningkat dan dapat memberikan kualitas 
kebijakan yang sudah disusun dan telah dihasilkan. Akan tetapi, hampir 
semua kebijakan masih berdominan dalam mempertimbangkan anatar 
                                                           
32 Ibid Hlm : 30-31 
33 Rian Nugroho, Publik Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergebsi Dan Kimia 
Kebijakan (Jakarta : Ikapi 2014) Hlm. 43 
 
 

































jangka pendek dan persial sehingga akan mengakibatkan terjadinya tata 
pemerintah belum berjalan secara optimal. 
Inovasi dalam kebijakan public secara prinsip dan substantive 
adalah sebagai keniscayaan yang akan memperbaiki penguatan dalam 
merespon dan menyelesaikan problematika ditengah-tengah 
masyarakat. Persoalan-persoalan seperti pembangunan karena 
kurangnya analisis kebijakan, ketahanan pangan, prilaku koruptif para 
pejabat publik, pendidikan yang rendah, dan persoalan kemiskinan serta 
pengangguran adalah merupakan contoh kegagalan dari sebuah 
kebijakan publik dalam memecahkan masalah. Sebuah inovasi menjadi 
salah satu alternative terbaik dalam dimensi kebijakan publik dimasa 
sekarang ataupun masa mendatang. 34 
  
                                                           
34 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ahmadd Sururi, Inovasi Kebijakan Publik (tinjauan konseptual 
dan empiris) Vol. 4 No. 3 2016 
 



































A. Pndekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitan kualitatif-deduktif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 
diamati.35 Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian 
yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena 
yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia36. 
Adapun fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh peneliti 
yaitu bagaimana kebijakan pemimpin perempuan dalam memimpin desa 
dan bagaimana strategi yang digunakan oleh kepala desa moronyamplung 
dalam pembangunan desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektifitas kepemimpinan yang dijadikan indikator untuk menggambarkan 
kepemimpinan, teori menurut Subagio yaitu37 : 
1. Sifat kualitas kepemimpinan 
                                                           
35 Lexy j. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2000) Hlm. 3 
36 Ibid. Hal : 17 
37 Subagio Efektifitas Kepemimpinan ( Jakarta : Erlangga 2011 ) Hlm : 34 
 

































Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana sikap dan prilaku 
serta bagaimana kemampuan kepemimpinan kepala desa dalam 
menjalankan desa apakah sudah sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 
2. Kecakapan/kemampuan 
Dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana sisi kemampuan 
pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya dengan melihat 
kematangan yang telah dimiliki pemimpin kepala desa. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi yang di ambil oleh peneliti ini yaitu di Desa Moronyamplung 
Kecamatan Kembangbau Kabupaten Lamongan. Dimana desa ini sudah 
dipimpin oleh kepala desa perempuan selama 3 periode, untuk itu penulis 
ingin meneliti strategi yang digunakan pemimpin kepala desa tentang 
pembangunan desa yang lebih maju dalam pembangunan desa dan 
kebijakan yang dibuat oleh kepala desa untuk bisa mensejahterakan 
masyarakat Desa Moronyamplung. 
C. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting kejelasannya 
agar peneliti tidak melenceng jauh dari arah tujuan awal penelitian. Pada 
penelitian kualitatif fokus penelitian digunakan untuk membatasi masalah 
yang akan diteliti. Perumusan fokusi maslah akan tetapi dilakukan sewaktu 
penelitian di lapangan. Fokus dalam penelitian ini yaitui Strategi Kebijakan 
 

































Pemimpin Perempuan Dalam Politik Lokal (Studi Kasus Kepala Desa 
Perempuan di Desa Moronyamplung). 
D. Pemilihan Subjek Penelitian 
Subyek penelitian yang diambil yaitu Kepala Desa, Prangkat 
Desa, Organisasi Desa dan Masyarakat Desa Moronyamplung 
Kecamatan Kembangbau Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan 
subjek secara purposive sampling yang sesuai dengan data yang 
dibutuhkan oleh penulis. Menurut sugiono purposive sampling adalah 
teknik penentuan sempel berdasarkan pertimbangan tertentu.38 
Informan yang digunakan peneliti adalah orang yang mengetahui apa 
saja yang dibutuhkan peneliti, sehingga peneliti dapat lebih mudah 
untuk mengetahui situasi sosial yang ada didesa tersebut. Informan yang 
digunakan yaitu sebagai berikut : 
1. Kepala Desa  
Adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memimpin 
Desa dan mengatur Desa membuat Desa agar lebih maju dari 
desa yang tertinggal. 
2. Prangkat Desa 
                                                           
38 Sugiono Mtode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D ( Bandung : alfabeta 2008 ) Hlm : 85 
 

































Prangkat desa adalah staf yang membantu kepala desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh 
sekertaris desa dan sebagi pendukung tugas kepala desa dalam 
pelaksanaan kebijakan teknis maupun unsur wilayah. 
3. Organisasi Desa 
Organisasi Desa adalah sebuah ikatan yang dibentuk untuk 
mencapai tujuan bersama dimana orang-orang dibawah arahan 
pemimpin untuk mengejar sebuah tujuan bersama. Setiap desa 
pasti mempunyai organisasi yang dibentuk oleh pemuda-
pemuda desa untuk dapat menyejahterakan sekaligus membantu 
pemerintahan desa yang dibawah arahan kepala desa. 
4. Masyarakat Desa  
Adalah masyarakat yang hidup di sebuah desa, pada umumnya 
masyarakat desa hidup berkelompok. Sebagian besar 
masyarakat desa bekerja sebagai petani. Kehidupan masyarakat 









































E. Tahp-tahap Penelitian  
Moleong mengemukakan bahwa pelaksanaan penelitian ada empat 
tahap yaitu : pra-penelitian lapangan, penelitian lapangan, amalisis data dan 
penulisan laporan39. 
Dalam penelitian ini tahap yang ditempuh sebagai berikut : 
a) Tahap pra penelitian lapangan terdiri dari kegiatan penentuan 
fokus penelitian, penyesuaiani paradigma dengan teori, 
konsultasi fokus penelitian, dan penyusunan ulasan penelitian. 
b) Tahap penelitian lapangan dengan menggunakan cara 
mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan gaya 
kepemimpinan Kepala Desa tentang bagaimana Kebijakan 
Pemimpin Perempuan ( kepala desa ). 
c) Tahap analisis data adalah hasil temuan dilapangan secara 
mendalam kemudian dilakukan penafsiran dengan konteks 
permasalahan yang sedang diteliti, setelah itu akan dicek 
keabsahan datanya agar data benar-benar valid. 
d) Tahap penelitian laporan yaitu penyusunan hasil penelitian yang 
telah dilakukani muali dari para penelitian, penelhitian lapangan 
dan analsis data, setelah itu melakukan konsultasi dengan dosen 
                                                           
39 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya 1991) 
 

































pembimbingi untuk mengetahu kekurangan dari peneliti agar 
bisa menghasilkan karya yang maksimal sesuai dengan yang 
diinginkan peneliti. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Tekni yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
1. Observasi (pengamatan) merupakan teknik penelitian dimana 
seorang peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari bersama 
dengan orang yang sdang digunakan untuk mencari sumber data 
penelitian. Dalam hal ini peneliti berpartisipasi dalam aktivitas 
kepala desa. Observasi juga dilakukan di awal penelitian untuk 
mengetahui informasi tentang kepala desa dan kondisi didesa. 
Tekni ini digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa, prilaku, tempat, dan rekaman gambar. Observasi 
bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.40 Teknik 
observasi digunakan untuk mengetagui kepemimpinan kepala desa 
dalam melaksanakan kebijakan dari program bembangunan dan 
pelayanan terhadap masyarakat, yaitu kepemimpinan kepala desa 
dalam menentukan strategi khusus dan memotivasi warga desa agar 
dapat bekerja sama dalam pembangunan desa dan saling gotong 
                                                           
40 Sutopo H.B, Metode Penelitian Kaulitatif ( Surakarta : Universiatas Negri Sebelas Maret 2006) Hlm. 
75 
 

































royong. Sehingga peneliti dalam tekni ini bisa mendapatkan data 
ynag dibutuhkan. 
2. Wawancara (interview) dugunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahn yang harus diteliti, dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dri responden yag lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sediki41. Sedangkan tujuan 
wawancara adalah untuk bisa menyajikan kontruksi saat sekarang 
dalam suatu konteks megenai pribadi, peristia, aktivitas, organisasi, 
motivasi, tangapan dan bentuk keterlibatan untuk 
merekomendadikan beragam hal42. 
Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak 
struktur. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informasi seperti 
kepala desa sehingga peneliti mengetahui tentang kebijakan 
pemimpin perempuan dalam membangun struktur pembangunan 
desa dan hambatan kepala desa perempuan. Wawancara terhadap 
prangkat desa dan masyarakat desa untuk mengetahui lebih jelas 
mengenai kebijakan pemimpin kepala desa perempuan di desa 
moronyamplung kecamatan kembangbau kabupaten lamongan. 
                                                           
41 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D (Bandung : Elfabeta 2007) Hlm. 137 
42 Sutopo, Metode Penelitian Kuaantitatif (Surakarta : Universitas Negri Sebelas Maret 2006) Hlm. 68 
 

































3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
mencari data-data tertulis. Seperti mereduksi data berarti 
merangkum, memilihi hal-hal yang penting dan dicari tema atau 
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan lebih jelas 
dan mempermudah bagi peneliti. Metode dokumentasi ini juga 
digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid. 
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang ada di 
Desai Moronyamplung kecamatan Kembangbau Kabupaten 
lamongan, baik itu data penduduk desa, data social budaya, mapun 
data kondisi di desa moronyamplung. Data yang dikumpulkan 
dapat digunakan untuk memperkuat apa yangi didapat peneliti saat 
observasi dilapangan.  
G. Teknik Analisis Data 
Teknik pengumpulan data pada umumnya dilakukan setelah 
proses pengumpulan data telah selesai. Namun tujuan dari analisis data 
adalah untuk mengetahui pola permasalahan yang diteliti agar 
mengetahui informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang 
dilakukan dan menemukan solusi permasalahan. Analisis data adalah 
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diproleh 
dari hasil wawancara, observasi dokumentasi dan temuan yang 
didapatkan dari informasi orang lain. Analisis dilakukan dengan 
 

































mengorganisasikan data, menjabarkan kedalm unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yaang akan 
di pelajari, dan membuat kesimpualn yang dapat difahami43. 
Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk 
menentukan tema dan merumuskan hipotessis dan sebagai usaha untuk 
memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu sendiri44. 
Adapun penelitian yang menggunakan metode analisis gender 
Pathway, dengan maksud unruk mengetahui kesenjangan gender dengn 
melihat aspek sebagai berikut : 
a. Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh 
sumber dayai yang ada 
b. Peran adalah parisipasi seseorang dalam kegiatan dan dapat 
mengambil keputusan 
c. Kontrol adalah aprsipasi seseorang dalam kegiatan dan dapat 
mengambil keputusan. 
d. Manfaat adalah kegunaan sumberi daya yang bisa dinikmati 
Teknik analisis data yaitu metode analisis interaktif. Analisis 
Interakstif merupakan metode analisis yang dibuat oleh Miles dan 
                                                           
43 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R & D (Bandung : Alfabeta 2007) Hlm. 224 
44 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakaryan2004) Hlm. 3 
 

































Hubberman45 Yang memaparkan bahwa katifitas dalam analisis 
kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsungsecara terus 
menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah terkumpul. Model ini 
menganjurkan peneliti untuk tetap menggunakan tipe model komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penelitian kesimpulan. 
 Reduksi Data 
Tujuan dari proses reduksi data adalah untuk menggolongkan dan 
memilih data yang diperlukan, mengatur data yang empirik dan 
membangun data yang tidak diperlukan. Data yang sudah diperoleh 
dilapangan diuraikan mencadi lapran yang lengkap dan terperinci. 
kemusian laporan tersebut direduksi dan difokuskan selama proses 
penelitian berlangsung. Selama pegumpulan data berlangsung, 
diadakan tahap eduksi selanjutnya. Guna untuk menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 
dibutuhkan. 
 Penyajian Data 
Penyajian data dilakukan untuk memprmudah peneliti dalam 
melihat secara keseluruhan gambaran dari analisis data, bahkan 
                                                           
45 Miles, M.B & Hubberman A.M, Analisis Data Kualitatif (Jakarta : Universitas Indonesia 1984) Hlm. 
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mencakup reduksi data. Penelitian kualitatif dalam penyajian data 
dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dan lain sebagainya. 
 Penelitain Kesimpulan 
Setelah melakukan verifikasi secara berturut-turut, selanjutnya 
adalah peoses penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif 
penarik kesimpulan dilakukan secara berturut-turut selama prosess 
penelitian, penarikan kesimpulan tidak dilakukan secar linear akan 
tetapi untuk memperlihatkan kemaunnya dengan bersunggung-
sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan 
pengertian yang terperinci sehingga dapat menghasilkan suatu 
kesimpulan yang induktif. 
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Teknik untuk menentukan pemeriksaan keabsaan data terdiri 
dari beberapa kriteria agar data tersebut bisa dikatan valid/sah.  
a) Kepercayaan (credibility) yaitu dengan metode pembelajaran 
sedemikian rupa agar tercapai kepercayaan dalam penemuan 
dan memperlihatkan drajat kepercayaan dari hasil temuan 
dengan jalan pembuktian oleh seorang peneliti dengan 
kenyataan yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi. 
b) Keteralihan (transferability) merupakan hasil validasi eksternal 
dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan 
 

































drajat kepentingan yang dapat diterapkan dari hasil penelitian ke 
populasi dimana sampel tersebut diambil.46 Dengan demikian 
peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif 
secukupnya. 
c) Kepastian (konfirmability) objektivitas disebut juga dengan uji 
konfirmability dalam peneliti kualitatif. Penelitian ini bisa 
dikatakan objektif apabila telah sepakat oleh banyak orang dari 
hasil penelitian. Penelitian kualitatif uji konfirmability adalah 
menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang 
telah dilakukan. Jika penelitian tersebut telah memenuhi standar 
konfirmability maka penelitian tersebut sudah mengasilkan 
fungsi dari proses penelitian yang telah dilakukan. 
d) Kebergantungan (dependability) yaitu sama dengan uji 
reliabilitas apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain 
dengan proses penelitian yang sama maka akan memperoleh 
hasil yang sama. Sedangkan pengujian dependability dilakukan 
dengan cara audit terhadap proses penelitian dengan 
menyeluruh. Dengan cara audit yang independen maka 
keseluruhan aktivitas yang telah dilakukan seorang peneliti 
dalam melakukan penelitiannya. 
                                                           
46 Ibid hal : 276 
 


































PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
A. Setting Penelitian 
1. Sejahhr Desa Moronyamplung 
Sebelum pengaruh Islam memasuki daerah Moronyamplung 
atau tepatnya pada zaman Mojopahit telah terjadi peperangan 
antara Minak Sengguruh (Putra Ki Gede Dumpi) dengan Panji 
Roleko dari Kraka, yang masih saudara dengan Satiman 
Tumenggung Mantup. Panji Roleko terus mengejar minyak 
sengguruh karena ia memiliki kemampuan yang luar biasa. 
Karena cepatnya minak sengguruh berlari ia tidak dapat 
mengontrol dan akhirnya tercebur ke dalam sumur (Sumur 
Windu). Yang letaknya tepat disebelah selatan sendang 
Nyamplung. 
Tepatnya pada tahun 1924 telah terjadi penggabungan 
desa yaitu Desa Nyamplung dan Desa Ngarengan. Masuknya 
Desa Ngarengan menurut Bahasa Jawa berarti “Moro” dan 
“Teko” (datang). Yang berarti datang ke Nyamplung. Dari 
peristiwa penggabungan dua desa tersebut, dan akhirnya nama 
Desa Nyamplung berubah menjadi Desa “Moronyamplung”, 
 

































sedangkan Desa Ngarengan itu sendiri namanya akhirnya 
berubah menjadi dusun Moro sampai sekarang.  
Adapun sejarah Kepemimpinan Kepala Desa 
Moronyamplung sebagai berikut : 
1) Sukrisno  : mulai tahun 1990-1993 
2) Sukardi  : mulai tahun 1993-2001 
3) Wahid Zainuri  : mulai tahun 2001-2002 
4) Cipto Kuswandi : mulai tahun 2002-2007 
5) Sri Rahayu  : mulai tahun 2007-2013 
6) Sri Rahayu  : muali tahun 2014-2020 
 
 






































2. Kondisi Geografis Desa Moronyamplung 
Desa Moronyamplung merupakan salah satu wilayah di 
Kecamatan Kembangbau Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa 
Timur, dimana luas keseluruhan wilayahnya mencapai 157,65 
Ha , yang terdiri dari 112 Ha lahan pertanian, tanaman padi 14 
Ha Perumahan/pekarangan 26 Ha, dan lain-lain 5,65 Ha. Secara 
Administrasi Desa Moronyamplung dibagi menjadii 4 (empat) 
Dusun, 06 RW dan 22 RT. 
   Adapun batas-batas dimaksud adalah : 
   a. Sebelah Utara : Desa Pelang Kecamatan Kembangbau 
   b. Sebelah Timur : Desa Tugu Kecamatn Mantup 
   c. Sebelah Selatan : Desa Sumberbendo Kecamatan Mantup 
   d. Sebelah Barat : Dumpiagung Kecamatan Kembangbau 
Dusun Moronyamplung terbagi menjadi 4 dusun dimana 
Masing-masing dusun tersebut dikepalai oleh seorang kepala 
dusun dan setiap dusun mempunyai adat dan cerita yang 










































1 Gampeneng  Ladri 26 Februari 2008 
2 Moro  Erfan 26 Maret 2014 
3 Kedungsari  M. Zaini 26 Maret 2008 
4 Nyamplung  Munaji 
Heru 
26 Februari 2008 
Sumber : Profil Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan 2015 
3. Kondisi Sosial Desa Moronyamplung  
Dimulai dari perkembangan selama 6 tahun dimulai tahun 2013 
sampai tahun 2018, penduduk Desa Moronyamplung setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Adapun jumlah penduduk 
terinci, sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, adalah 2.597 
Jiwa, laki-laki 1.155 jiwa, sedangkan perempuan 1,442 Jiwa. 
Jumlah kepala keluarga di Desa Moronyamplung berjumlah 929 
KK dan Jumlah Rumah Tangga adalah 929 Rumah.  
Berdasarkan tingkat kemiskinan Desa Moronyamplung 
cenderung tidak berimbang, hal itu bisa diliat dari tabel berikut: 
 












































186 106 97 124 133 646 KK 
Sumber: Data Desa moronyamplung kecamatan kembangbau 
kapupaten lamongan 2015 
 
Sedangkan jika dilihat dari segi agama dan kepercayaan yang 
dianut masyarakat di desa tersebut yang beragama islam dengan 
presentasi 99,9% dengan rincian di bawah ini : 
No  Penganut keperjaan dan agam  
Islam  Kristen  Hindu  Budha  
1 2.529 1 - - 
Sumber : Data Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan 2015 
Berdasarkan data penduduk masyarakat desa 
moronyamplung yang diperoleh dari hasil wawancara di desa 
moronyamplung kecamatan mantup kabupaten lamongan 
berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut : 
No  Tingkat pendidikan Jumlah  
1 Belum/ tidak sekolah 399 
2 Belum tamat SD sederajat 203 
 

































3 Tamat SD sederajat 1.131 
4 Tamat SMP sedearajat 582 
5 Tamat SLTA sederajat 395 
6 Diploma I/II/III 14 
7 Strata I / Diploma IV 70 
8 Strata II 2 
9 Strata III 1 
Jumlah 2.597 
Sumber: Data Desa moronyamplung kecamatn 
kembangbau kabupaten lamongan 2015 
Berdasarkan dari tinjauan tabel di atas maka segi 
kependudukan desa moronyamplung masih dibilang desa dengan 
mayoritas ekonomi menengah, dengan pendidikan yang kurang 
mencukupi karena kebanyakan penduduk desa moronyamplung 
lebih memilih untuk bekerja membantu mencukupi kebutuhan 
rumah tangga. 
4. Kondisi Ekonomi Penduduk Desa Moronyamplung 
Berdasarkan dari jenis usaha dan pekerjaan masyarakat 
desa moronyamplung maka bisa disebutkan beberapa kategori 
pekerjaan sebagai berikut : 
 

































No Jenis Pekerjaan Jumpah 
1 Petani  1.126 
2 Bertani 129 
3 PNS 17 
4 Swasta  26 
5 Tukang  63 
6 Pengangguran 52 
7 Angkutan  3 
8 TNI 2 
9 Pensiun  4 
10 Pedagang 130 
11 Buru Pabrik 137 
12 Lain sebagainya 21 
Sumber: Data Desa moronyamplung kecamatan kembangbau 
kabupaten lamongan 2015 
Sebagian besar masyarakat Desa Moronyamplung 
bekerja di sector petani padi tetapi kurangnya dukungan dari 
sarana irigasi membuat petani kurang memadai dalam sarana 
tersebut. 
5. Kondisi Umum Pemerintahan Desa 
a. Kepala Desa dan Perangkat Desa 
 

































Peraturan Desa Moronyamplung Nomor 01 
Tanggal  2018 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa 
Moronyamplung Bahwa struktur di pemerintahan Desa 
Moronyamplung terdiri   :  
1) Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbahu yang 
selanjutnay disebut desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayag yang berwenang 
untuk mengatur dan memgurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, 
hak asal usul, dan hak tradisional yang diikuti dan hormati 
dalam sistem pemerintahan Nega Republik Indonesia. 
2) Pemerintahan Desa adalah seorang yang memimpin di 
desa tersebut dengan dibantu oleh prangkat desa sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 
3) Kepala Desa adalah seorang yang menjabat sebagai 
Kepala Desa. 
4) Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala 
Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung 
tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang 
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan. 
 

































6. Strategi Kebijakan 
Strategi dan arahan dari kebijakan desa yang sudah 
tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
Moronyamplung dimaksudkan untuk menjabarkan agenda-
agenda yang ditawarkan oleh kepala desa dan para tokoh 
masyarakat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa. Tugas kepala desa adalah untuk mengupayakan agar 
pembangunan desa bisa berjalan dengan efektif dan efisien 
dengan pembangunan kecamatan dan pembangunan 
pemerintahan. Serta memberikan pedoman bagi penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDes). 
 Dalam rangaka kewilayahan, desa moronyamplung 
sebagian dari wilayah kabupaten lamongan maka penyusunan 
untuk RPJMDes Drsa Moronyamplung juga memperhatikan 
beberapa kepentingan yang ada wilayah desa moronyamplung. 
 RPJMDes juga merupakan sebagai usaha pemecahan 
yang absolut bagi kepentingan dan kebutuhan utama desa untuk 
jangka 6 tahun mendatang. 
Dari analisis dan isu strategi pembanguna desa 
moronyamplung, yang menjadikan prioritas pembangunan di 
desa moronyamplung kecamatan kembangbau kabupaten 
lamongan sebagai berikut : 
 


































No Permasalahan   Potensi  
1 Pembangunan Jembatan di Dsn 
Nyamplung menuju Dsn 
Gampeng 
- Kayu 
- Tenaga gotong 
royong 
APBD II/APBD I 
2 Rusaknya fasilitas transportasi 
Dusun Nyamplung menuju Dusun 
Gampeng 1900 M 
- Batu 
- Tenaga gotong 
royong  
APBD II /APBD I 
/ APBN / PNPM 
3 Rusaknya fasilitas transportasi 
Dusun Nyamplung menuju Dusun 
Moro 2000 M 
- Batu 
- Tenaga gotong 
royong  
-   APBD II / 
APBD I / APBN / 
PNPM 




- Tenaga gotong 
royong  
- Swadaya 
-   APBD II / 
APBD I /   
7APBN 
 

































5 Belum adanya Sarana dan 
Prasarana Olahraga Desa 
Moronyamplung 
- Lahan  
- Tenaga gotong 
royong  
- Swadaya 
6 Rendahnya fasilitas Wisata 








7 Rusaknya Jalan Poros Desa 
Moronyamplung 
- Batu 
- Tenaga gotong 
royong 
APBD II / APBD I 
/ PNPM 
8 Banyaknya masyarakat Desa 
Moronyamplung yang terkena 
penyakit ketika bergantinya 
musim 
- Poskesdes 
- Kader PKK  
-   Kader 
Posyandu 
9 
Mahalnya harga pupuk pada 
musim tanam  
- Kios pupuk 
- KUD 
- Kelompok Tani 
10 Langkahnya pupuk pada waktu 
musim tanam di Desa 
Moronyamplung  
- Kios pupuk 
- Kotoran hewan 
- Kelompok Tani 
11 Pembangunan Sanitasi / Jamban 
Umum di Sendang Gambirwati 
- Tenaga gotong  
royong 
 



































APBD I, PNPM 
12 
Menyusutnya debit air Sendang 
Dusun Nyamplung 
- Sumber mata air 
- Tenaga gotong 
royong 
- Swadaya 
- APBD II / 
APBD I 
13 
Perlunya peningkatan pelayanan 
Administrasi Desa 
- Kantor Desa 
- 1 unit Mesin 
Ketik 
- Perangkat Desa 
lengkap 
14 






Rendahnya fasilitas dan 
administrasi anggota BPD 
- Anggota BPD 
lengkap 
- Kantor Desa 
- ADD 
16 
Minimnya pemahaman tentang 
perencanaan dan pelaksanaan 
Pembangunan Desa  
- Anggota LPM 
lengkap 
- Kantor Desa 
- ADD 










































Rusaknya lapangan sepak bola 
dan bola volley 
- Lahan 











20 Minimnya modal bagi Kelompok 
Tani sehingga tidak bisa 
mengembangkan usahanya 
- Kelompok Tani 
- Simpan Pinjam  
- Lumbung 
21 
Rendahnya pendapatan lima 
Kelompok Tani  
- Lahan produktif 
- Kelompok Tani  
- KUD 
22 
Petani Desa Moronyamplung 
masih memakai alat pertanian 
tradisional 
- Cangkul / Sabit 
- Lahan produktif 
- APBD II / 
APBD I / 
APBN 
23 
Rendahnya pemahaman petani 
terhadap Organisasi Petani  
- Kelompok Tani 
- Lahan pertanian 
- Rumput liar 
Sumber : Data Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan 2015 
 

































Dari pengelompokan masalah yang diambil dari 
rekapitulasi permasalahan yang terdapat pada potret desa, 
Kalender Musim dan Kelembagaan, dapat di analisis muncul 
permasalahan di tiga Bidang yaitu : Bidang Fisik Srana 
Prasarana, Ekonomi dan Sosial Budaya. Dimana masing-masing 
bidang tersebut terdapat. 
No Bidang Jumlah 
1 Masalah Fisik / Sarana Prasarana 5 
2 Ekonomi 5 
3 Sosial Budaya 17 
Jumlah 27 
Sumber : Data Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan 2015 
Hal ini telah membuktikan bahwa permasalaha yang 
dihadapi desa moronyamplung hampir dominan pada 
permasalahan yang terkait bidang sosial budaya. 
B. Deskripsi Hasil Temuan 
1. Deskprisi Lokasi Penelitian 
Agar bisa menunjang pelaksanaan pemerintahan di Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbau Kabupaten 
 

































Lamongan maka kepala desa didukung oleh prangat desa yang 
berjumalah 6 orang sebagaimana yang ada dibawah ini : 
NO NAMA JABATAN 
1 Sri Rahayu S, S.Pd Kepala Desa  
2 Wahid Zinuri Sekertaris Desa 
3 Qurotul Aini, A.Md.Kep Kasi Pelayanan 
4 Ratna Badrianingsih, S.E Kasi Kesmas 
5 Yamin Kaur Umum 
6 Sutardi  Kaur Pemerintahan 
7 Rantam  Kaur Keuangan 
Sumber ; profil Desai Moronyamplung 
Pemerintahan Desa Moronyamplung terdiri dari beberapa prangakt : 
a) Kepala Desa 
Kepala Desa dipilih oleh masyarakat Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbau Kabupaten 
Lamongan. Kepala Desai Sri Rahayu merupakan kepala desa 
perempuan yang pertama di desa moronyamplung sekaligus 
kepala desa yangi menjabat selama 3 priode dalam masa 
kepemimpinannya.  
 Tugas kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa Passal 26 ayat (1) yang berbunyi: “ 
kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
 

































Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat 
Desa ” 
Adapun ayat yang menjelaskan tentang tanggung 
jawab pemimpin QS. An-nisaa’ : 58 sebagai berikut : 
ِت ِإَىل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْنيَ النَّاِس  َ َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا األَما  ََّ ِإنَّ ا
يًعا َبِصريً ا  ََّ َكاَن مسَِ ََّ نِِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ ا ْلَعْدِل ِإنَّ ا ِ َأْن َحتُْكُموا 
٥٨)) 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha melihat.” 
b) Prangkat Desa  
 Sekertaris Desa 
Sekertaris desa mempunyai 3 undur kewajiban 
yaitu : urusan tata usaha, urusan keuangan dan 
urusan perencanaan. Sekertaris desa dalam 
 

































menjalankan tugasnya juga dibantu oleh unsur 
staf sekertaris, dari biaya dalam hal 
oerasionalnya. 
 Kepala Urusan 
Tugas dari kepala urusan adalah sebagai unsur 
pembantu sekertaris desa dalam menjalankan 
tugasnya.  
Pelaksana teknis terdiri atas 3 seksi, yaitu : 
 Seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan 
seksi pelayanan 
 Masing-masing pelaksana teknis sebagaimana 
dimaksud dipimpin oleh Kepalai Desa 
 Pelaksanaan kewilayahan dilaksanakan oleh 
kepala urusan. 
Berdasarkan dari uraian diatas struktur 
organisasi Desa Moronyamplung Kecamatan 








Wahid Zainuri  
Kepala Desa 














































 Kepala Dusun 
Tugai kepala dusun adalah untuk membantu dalam 
pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayahnya, 
membantu mengkoordinir kegiatan RW dan RT 
diwilayah kerjanya dan melaksanakan tugas yang 
diberikan oleh kepala desa. 
2. Visi dan Misi Kepala Desa Moronyamplung 
Visi dan Misi kepala desa sangatlah penting karena merupakan 
target pembangunan kedepan dengan mengatasi persoalan yang 
melihat pada inti-inti dari sebuah permasalahan. Visi dan Misii 
kepala desa moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan sebagai berikut : 
a) Visi  
Visi merupaka gambaran bersama mengenai masa 















































diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh 
masyarakat Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbau Kabupaten Lamongan. Visi Desa 
Moronyamplung tergambarkan dalam suatu bentuk 
tentang keadaan masa depan yang berisikan citra dan cita 
yang ingin diwujudkan yaitu : 
 “ Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera Melalui 
Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi Dan Kualitas 
Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Rukun, Damai 
Dan Bermoral Yang Baik ” 
b) Misi  
Misi Desa Moronyamplung merupakan turunan dari 
visi desa moronyamplung dengan kata lain misi desa 
moronyamplung merupakan penjabaran dari visi. 
Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan 
mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan 
kondisi lingkungan di masa datang. 
 Untuk merahi visi Desa Moronyamplung 
mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal 
maupun eksternal maka disusunlah Misi desa 
moronyamplung sebagai berikut : 
 

































 Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan 
keagamaan untuk menambah keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
 Meningkatkan perekonomian desa melalui 
memanfaatkan sumber daya yang ada dan 
potensi desa yang dimiliki. 
 Membangun dan meningkatkan hasil pertanian 
dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan 
swah/ jalan usaha tani, pemupukan , dan pola 
tanan yang baik. 
 Menata pemerintah desa moronyamplung yang 
kompak dan bertanggung jaab dalam 
mengemban amanat masyarakat . 
 Meningkatkan serta menciptakan keterbitan 
masyarakat agar tercipta kehidupan 
bermasyarakat yang rukun dan damai didesa 
moronyamplung. 
 Menumbuh kembangkan kelompok tani dan 
gabungan kelompok tani serta bekerja sama 
dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan 
petani. 
 

































 Menumbuhkembangkan usaha kecil dan 
menengah.  
 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan 
sesuai dengan perkembangan zaman. 
3. RPJMD 2015-2019 
Dalam menuju pembangunan Desa yang lebih baik 
merupakan suatu proses yang harus berjalan terus-menerus yang 
wajib dilaksanakan oleh setiap periode Pemerintaha di Desa 
karena tujuan dibentuknya pemerintahan desa adalah sebagai 
salah satu bagian penting untuk melaksanakan proses 
pembangunan yang tealah direncanakan.  
RPJMD merupakan rancana pembangunan jangka 
menengah desa. Maksud dari tujuan RPJMD adalah 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, rukun, serta 
untuk menumbuhkan proaktif masyarakat dalam setiap proses 
pembangunan. Keberadaan RPJMD dapat digunakan sebagai 
gambaran dan acuan kongkrit program-program apa yang akan 
dilakukan oleh pemerintah desa selama lima tahun mendatang. 
Untuk membuat RPJMD kepala desa membentuk tim 
penyusun RPJMD sesuai dengan Permendagri Nomor 114 
Tahun 2014 tentangi pedoman pambagunan desa. Setelah kepala 
 

































desa membetuk tim penyusun RPJMD menyelaraskan kebijakan 
dan pembangunan dari kabupaten/kota. 
Dari musyawarah Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbau Kabupaten Lamongan yang ditetapkan padai hari 
Sabtu, 14 Desember 2015 maka rencana pembangunan jangka 
menengah Desa Moronyamplung sebgai berikut : 
a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. 
1) Wajib belajar anak didik 12 tahun 
2) Penyediaan air bersih, dengan memanfaatkan sumber air 
yang ada secara optimal atau bentuan dari pemerintah. 
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan di poksekdes 
sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan 
pengobatan gratis bagi RTM, melengkapi alat kesehatan 
ibu, anak dan lansia. 
b. Mengoptimalkan potensi pertanian 
1) Mengurangi kehilagan debit air irigasi melalui 
normlisasi saluran dan pengembangan desa. 
2) Mengupayakan pupuk dan bibit rumah (pupuk 
organik)dengan memanfaatkan limbah trnak yang ada. 
3) Perbaikan pola tnam, intensifikasi yang dikoordinasikan 
melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian. 
 

































c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 
pengembangan usaha kecil dan mikro. 
1) Mengembangkan kelompok simpan pinjam yang 
tersebar didusun-dusun. 
2) Mengupayakan agar terbentuknya BUMDes dan 
Lumbung desa. 
3) Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-
pelatihan kewirusahaan. 
 
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2015-2018 
Rencana pemerinta desa moronyamplung tahun 2018 
yang sudah disusun oleh pemerintahan desa yang sudah 
ditetapkan pada 14 Desember 2015 yang sesuai dengan 
Peraturan Mentri dalam Negri No 114 Tahun 2014. RKPDes 
Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau Kabupaten 
Lamongan tahun 2018 sebagai berikut : 
No Induksi Program  Lokasi Garapan 
Fisik / Sarana Prasarana  
1 Rehab berat Jembatan 
Nyamplung ke Gampeng 
Dsn Nyamplung 
ke Dsn Gampeng  
2 Pembangunan Jalan rabat 
beton 
Dsn Nyamplung 
ke Dsn Gampeng 
 


































Pembangunan Jalan Hotmix 
Desa 
Moronyamplung  
4 Rehab lapangan sepak bola 








6 Bantuan modal usaha tunda 
jual lima Kelompok Tani 
Desa 
Moronyamplung  
7 Bantuan benih dan pupuk di 
lima Kelompok Tani 
Desa 
Moronyamplung  
Sosial Budaya  





Pemberian buku panduan  
Kantor Desa 
Moronyamplung 




11 Pembangunan Sarana 




Penambahan Wahana wisata 
Desa 
Moronyamplung  














































16 Pelatihan penguatan 
kelembagaan Petani  
Desa 
Moronyamplung  
17 Rehab berat ruang belajar TK 
Dsn Moro Dsn Kdsari 
Desa 
Moronyamplung  
18 Pembangunan ruang belajar 
TK di Dsn Nyamplung 
Desa 
Moronyamplung  





5. Realisai Rencana Kerja Pemrintah Desa (RKPD) Tahun 
2015-2018 
Realisasi RKPD Desa merupakan hasil dari kerja 
pemerinta desa selama masa periode 2018. Realiasi RKP Desa 
Moronyamplung Kecamatan Kembangbau Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 anara lain : 
No Induksi Program  Lokasi Garapan 
Fisik / Sarana Prasarana  
1 Rehab berat Jembatan 
Nyamplung ke Gampeng 
Dsn Nyamplung 
ke Dsn Gampeng  
 

































2 Pembangunan Jalan rabat 
beton 
Dsn Nyamplung 
ke Dsn Gampeng 
3 
Pembangunan Jalan Hotmix 
Desa 
Moronyamplung  
4 Rehab lapangan sepak bola 








6 Bantuan modal usaha tunda 
jual lima Kelompok Tani 
Desa 
Moronyamplung  
7 Bantuan benih dan pupuk di 
lima Kelompok Tani 
Desa 
Moronyamplung  
Sosial Budaya  





Pemberian buku panduan  
Kantor Desa 
Moronyamplung 




11 Pembangunan Sarana 





















































16 Pelatihan penguatan 
kelembagaan Petani  
Desa 
Moronyamplung  
17 Rehab berat ruang belajar TK 
Dsn Moro Dsn Kdsari 
Desa 
Moronyamplung  
18 Pembangunan ruang belajar 
TK di Dsn Nyamplung 
Desa 
Moronyamplung  





 Prioritas Dan Kebijakan Pembangunan Desa 
Moronyamplung 
Berdasarkan apa yang menjadi isu strategis di Desa 
Moronyamplung yang telah di paparkan diatas, maka dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : tahun 2015-2019, 
pemerintahan Desa Moronyamplung Kecamatan 
Kembangbau Kabupaten Lamongan menyusun dokumen 
RPJM Desa dengan membuat skala prioritas pembangunan 
di Desa. Secara ringkas hasil dari analisis tersebut 
 

































menunjukkan ada beberapa persoalan yang muncul yang 
harus segera diselesaikan serta menjadi skala program yaitu 
ada 5 (lima) program utama dan program tersebut adalah : 
a. Program Prioritas I 
Lebih terkait dengan program dibidang fisik seperti 
rehap sedang Jembatan Dusun Nyamplung ke Dusun 
Gampeng, selain rehap Jembatan pada prioritas I (satu) 
juga memprioritaskan pembangunan Kantor Desa, 
mulai dari Pembangunan Kantor Desa / ruangan BPD, 
LPM dan PKK. 
b. Program Prioritas II 
Pada prioritas kedua juga lebih menekankan pada 
bidang fisik akan tetapi lebih terkait dengan jaringan 
transportasi mulai dari pembangunan Jalan Poros Desa 
dan gorong-gorong.  
c. Program Prioritas III 
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 
peningkatan kualitas Kelompok Tani serta 
pengusahakan adanya bantuan modal bergulir dalam 
bentuk simpan pinjam untuk warga yang membutuhkan 
 

































modal kerja. Karena Desa Moronyamplung juga sudah 
memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu : 
Unit Pengelola Keuangan Kelompok Tani dari hasil 
swadaya masyarakat Desa serta meningkatkan lembaga 
pendidikan di Desa Moronyamplung baik dari sektor 
fisik (sarana belajar mengajar) dan juga kualitas Guru 
serta kesejahteraan Guru.   
d. Program Prioritas IV 
Meningkatkan kesejahteraan perangkat serta tenaga 
pengajar di lembaga yang ada di desa Moronyamplung 
juga melakukan pembinaan pemuda sebagai generasi 
penerus pembangunan Desa, dengan pemberian 
pemberdayaan serta meningkatkan aktifitas kegiatan 
pemuda dengan pengadaan sarana dan prasarana olah 
raga.  
e. Program Prioritas V 
Menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga usia 
produktif dengan memberikan wawasan wirausaha 
serta mencoba memberikan bantuan modal kerja, 
mengoptimalkan potensi yang ada yaitu peningkatan 
produktifitas hasil pertanian dan perikanan, dengan  
 

































sistem pemberdayaaan dan optimalisasi seluruh 
lembaga yang ada di Desa Moronyamplung. 
 
 
6. Adapun Rencana Kerja Pemrintah Desa (RKPD) Tahun 2020-
2025 
No Indikasi Program Keterangan 
1 2 5 
I Fisik/Sarana Prasarana 
 
Rehab berat Jembatan Nyamplung ke 
Gampeng Tahun ke 1 
Pembangunan Jalan rabat beton Tahun ke 1 
Pembangunan Jalan rabat beton Tahun ke 2 
Pembangunan Jalan Hotmix Tahun ke 1 
Pembangunan Plengsengan  Tahun ke 4 
II Ekonomi 
 
Bantuan subsidi pupuk Tahun ke 4 
Bantuan Tunjangan Perangkat Desa Tahun ke 4 
Bantuan modal usaha tunda jual lima 
Kelompok Tani Tahun ke 3 
 

































Bantuan benih dan pupuk di lima 
Kelompok Tani Tahun ke 3 
Bantuan hand traktor  Tahun ke 3 
III Sosial Budaya 
 Pengadaan Computer 1 unit untuk BPD Tahun ke 4 
Pelatihan penguatan kelembagaan Desa Tahun ke 4 
Penambahan Wahana wisata Tahun ke 2 
Pelatihan Kader muda Posyandu Tahun ke 3 
Pelatihan pembuatan pupuk kompos  Tahun ke 4 
Pembangunan Sanitasi / Jamban Umum Tahun ke 2 
Penguatan kelembagaan Perempuan  Tahun ke 2 
Pelatihan penguatan kelembagaan 
Petani  Tahun ke 3 
Pembangunan ruang pendidikan untuk 
PAUD Tahun ke 3 
Rehab berat ruang belajar TK Dsn Moro 
Dsn Kdsari Tahun ke 3 
Pembangunan ruang belajar TK di Dsn 
Nyamplung Tahun ke 1 
Rehab sedang ruang TPQ Dsn 
Nyamplung-Gampeng Tahun ke 3 
     
Dari tabel diatas adalah hasil dari RKPD tahun 2020-
2025 yang sudah disusun oleh kepala desa moronyamplung 
 

































kecamatan kembangbau kabupaten lamongan. Hasil analisis 
dari RKPD tahun 2015-2019 dan RKPD tahun 2020-2025 
bahwa program yang disusun oleh kepala desa moronyamplung 
masih dibilang sama dengan RKPD tahun 2015-2019. Untuk 
RKPD tahun 2020-2025 terdapat beberapa program yang baru 
unuk pembangunan desa moronyamplung. 
C. Analisis Data 
1. Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Moronyamplung 
Kecamatan Kembangbau Kabupaten Lamongan Dalam 
Pelaksanaan Program Pembangunan Desa 
Seorang pemimpin tentunya harus bisa menempatkan dirinya 
sebagai contoh yang baik seperti menempatan dirinya sebagai 
pembimbing dan penasihat bagi masyarakat serta menjadi 
pemimpin yang teladan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin 
yang bisa memberikan dan mampu menempatkan dirinya sebagai 
contoh yang baik bagi bawahnnya agar mampu mengontrol 
permasalahan yang ada di desa. Seperti halnya yang diungkapkan 
oleh Ibu Sri Rahayu sebagi berikut : 
 “ saya sebagai kepala desa tentu kita mempunyai 
kewajiban dalam memimpin masyarakat, saya selaku kepala desa 
semaksimal mungkin  memberikan yang terbaik untuk kemajuan 
 

































desa moronyamplung, misalnya saya mengajak masyarakat untuk 
mengikuti kegiatan yang diadakan desa khususnya bagi 
perempuan, dan bergotong royong dalam pembangunan desa  ”47 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mbak Dinda salah 
satu masyarakat desa moronyamplung sebagai berikut : 
“ Bu Sri orangnya sangat ulet mbak, dia aktif dalam 
kegiatan PKK, Arisan dan organisasi desa maupun luar desa, bu 
sri juga tidak sungkan-sungkan dalam berbincang-bincang entah 
itu di warung kopi atau di ruamh warga dia orang yang pintar dan 
ramah, meskipun seorang perempuan dia menjadi panutan 
masyarakat disini ”48 
Jadi, pada dasarnya adalah seorang pemimpin harus 
bermanfaat bagi rakyatnya, dapat menempatkan diri sebagai 
seorang yang teladan, penasihat atau motivator, pembimbing dan 
penyemangat bagi bawahan atau rakyatnya agar kedepannya 
menjadi lebih baik. Misalnya kepala desa, harus mampu berperan 
dalam mendorong kinerja masyarakatnya dan memberikan 
motivasi agar  bisa mengkoordinir dalam kegiatan pembangunan. 
                                                           
47 Sri Rahayu, wawancara penulis, 23 April 2020  
48 Dinda Maratus S, Wawancara Penulis, 25 April 2020 
 

































Pemimpin yang ideal, menggunakan kewenangan secara 
peka dan cerdas sehingga menjadi orang yang sangat berwenang 
tanpa sewenang-wenang. Sebagai pemimpin yang ideal harus 
senantiasa memberikan kesempatan anak buahnya untuk berinsiatif 
dan berpendapat. Seperti halnya memberikan peluang bagi 
bawahannya ataupun masyarakat dengan tetap memperhatikan dan 
selalu memberikan semanagt dan dorongan. Seperti yang 
diungkapkan oleh kepala desa bu sri rahayu sebagai berikut : 
“ saya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas 
terlaksananya kegiatan desa, selalu memberikan kebebasan 
berpendapat sekaligus berkreasi kepada perangkat desa maupun 
masyarakat dengan tetao meberikan arahan dan semangat, namun 
jika kebebasan menimbulkan sebuah kerugian terhadap desa saya 
yang akan memberikan perigatan agar kebebasan tidak dilakukan 
semenah-menah “49 
Hal yag serupa juga dikatan oleh Bu Aini salah satu prngkat 
desa moronymaplung sebagai berikut : 
“ bu sri selalu mengajarkan kedisiplinan mbk beliau 
menjadi contoh para pekerja di balai desa, memberikan motifasi 
                                                           
49 Sri Rahayu, Wawancara Penulis, 23 April 2020 
 

































serta dorongan dan semangat untuk dapat melayani masyarakat 
dengan baik “50 
Pada umumnya Kepala Desa adalah laki-laki namun di 
Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau Kabupaten 
Lamongan Kepala Desanya Perempuan jadi sebagai seorang kepala 
desa perempuan pasti mempunyai strategi khusus untuk memimpin 
dan mewujudkan visi misi desa tersebut. Hal ini seperti apa yang 
dikemukakan oleh Bu Sri Rahayu selaku Kepala Desa, yaitu 
sebagai berikut : 
“ dulu saya tidak yakin menjadi kepala desa karena banyak 
yang tidak merestui akhirnya saya meyakinkan meraka dan 
akhirnya saya menjadi kepala desa selama 3 priode berjalan ini, 
starategi yang saya gunakan untuk mewujudkan visi dan misis 
ssaya adalah untuk menjadikan desa yang maju, saya mempunyai 
visi masyarakat yang sejahtera melalui terwujudnya kesejahteraan 
ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang sehat, rukun dan 
damai dan  bermoral yang baik, visi tersebut adalah mengenai 
kondisi desa ini di masa depan yang mampu mengembangkan 
                                                           
50 Qurotul Aini, Wawancara Penulis, 24 April 2020 
 

































potensi diri dan menjadi desa yang maju serta berkembang 
disegala bidang sesuai kebutuhan desai ”51 
Visi dan misi adalah sarana untuk meningkatkan pelayanan 
public, pengelolaan pembangunan dengan mengoptimalkan 
potensi desa yang ada dan memperhatikan sumber daya manusia 
yang ada. 
Kepemimpianan kepala desa merupakan salah satu bentuk 
kepemimpinan yang formal dimana seorang pemimpin harus 
memiliki prilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan 
dijalankan dengan ssebaik-baiknya. Dalam hal ini kepemimpinan 
kepala desa dituntut untuk mementingkan hasil kerja atau 
hubungan dengan masyarakatnya. Kepala desa melaksanakan 
tugas-tugas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk 
mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan untuk desa yang 
dipimpinnya. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka 
pembangunan bersama dengan masyarakat menuju masyarakat 
yang maju dan sejahtera. 
Untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, apalagi 
bagi seorang perempuan pasti harus bisa menciptakan suasana 
                                                           
51 Sri Rahayu, Wawancara Penulis, 23 April 2020 
 

































yang damai dengan lingkungan masyarakat yang dipimpinnya dan 
harus mempunyai strategi ataupun langkah-langkah dalam upaya 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satu cara yaitu 
memberikan pelatihan-pelatihan bagi perempuan agar tidak 
menganggur di desa moronyamplung. Hal ini seperti apa yang 
diungkapkan oleh Bu Sri Rahayu sebagai berikut :  
“ untuk menciptakan desa yang tentram dan damai, sayai 
sebagai kepala desa selalu menjalin komunikasi dengan warga dan 
aktif digrub anak-anak remaja atau organisasi karena hal itu 
sangat penting untuk mengontrol kegiatan dan permasalahan yang 
ada di desa, didesa ini juga ada pelatihan bagi perempuan untuk 
pelatihan banjari serta anyaman tikar yang terbuat dari pandan 
”52 
Hal yang serupa juga dikatan Mas Adi salah satu ketua 
organisasi karangtaruna desa moronyamplung sebagai berikut : 
“ kepemimpinan yang dibangun oleh bu sri sudah sangat 
baik, bu sri adalah seorang perempuan yang mempunyai semangat 
tinggi dan juga aktif dalam semua organisasi di desa ketika ada 
                                                           
52 Sri Rahayu, Wawancara Penulis, 23 April 2020 
 

































masalah selalu bertindah dengan baik dan membicarakannya 
terlebih dahulu kepada prangkat desa “53 
Dengan bersosialisasi dan berinteraksi langsung dengan 
masyarakat, berkumpul dengan prangkat desa serta masyrakat 
sekaligus dengan oragnisasi yang adda di desa maka akan mudah 
terciptanya suasana yang harmonis dilingkungan desa anatara 
kepala desa dan masyarakat desa. Hal tersebut sudah dilakukan 
oleh kepala desa moronyampung .Untuk menjadi kepala desa juga 
harus mempunyai strategi khusus untuk menciptakan kesejahteraan 
masyarakat. Namun kritikan dan masukan juga penting bagi 
seorang pemimpin karena dengan adanya kritikan dan masukan 
yang ada dapat membangun seorang pemimpin kearah yang lebih 
baik lagi. Hal itu seperti apa yang diucapkan oleh Bu Sri sebagai 
berikut : 
“ perempuan itu terkenal dengan kata cerewetnya mbk, 
apalagi saya sebagai kepala desa harus memberi contoh yang baik 
bagi masyarakat, tapi saya menempatkan dimana saya harus 
bertindak sebagai ibu-ibu yang cerewet untuk memberikan kritikan 
                                                           
53 Adi Suhendra, Wawancara Penulis, 23 April 2020 
 

































sekaligus motovasi kepada para pekerja atau masyarakat, karena 
saya harus berbuat adil agar agar menjadi maksimal.”54 
Dalam kepemimpinan kepala desa tentu tidak tidak terlepas 
dari pembuatan program-program pembangunan yangi telah 
dirancang oleh kepela desa dan jugapelaksanaan dari program 
tersebut. Hal ini seoerti apa yang dikatan oleh Ibu Sri sebagai 
berikut : 
“Alhamdulillah dari program-program pembangunan desa 
ini yang terselesaikan sudah banyak mbak, seperti pembangunan 
jalan dan jembatan, pembangunan untuk olahraga, penguatan 
kelembagaan perempuan, bantuan untuk para petani dan masih 
banyak lagi mbak ” 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Munaji salah satu 
Kepala Dusun Moronyamplung sebagai berikut : 
“ menurut saya program yang sudah di dibuat oleh kepala 
desa sudah baik mbak sudah banyak yang terselesaikan dan desa 
ini juga sudah mengalami kemajuan  warga-warga juga sangat 
puas dengan program yang sudah dikerjakan bu Sri”55 
                                                           
54 Sri Rahayu, Wawancara Penulis, 23 April 2020 
55 Munaji Heru Admojo, Wawancara Penulis, 25 April 2020 
 

































Kepala desa tentu terlibat dalam proses pembangunan 
karena hal tersebut merupakan tindakan yang penting begitupun 
juga dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. 
Masyarakat adalah sebagai pemeran utamanya sedangkan kepala 
desa mempunyai kewajiban mengarahkan. Seperti yang sudah 
diungkapkan oleh Bu sri Rahayu sebagai berikut : 
 “ sbelum diadakannya pembangunan saya dan selaku 
prangkat-prangkat desa serta perwakilan dari beberapa anggota 
karangtaruna melaksanakan musyawarah terhadap masyarakat 
yang bertempat dibalai desa, saya selalu menuggu masyarakat 
untuk berkomentar entah itu bertanya ataupun berpendapat agar 
tidak terjadi kesalah pahaman, agar program dari pembangunan 
tersebut dapat dijalankan tanpa adanay simpang siur ”56 
Dengan diadaknnya musyawarah dan kerjasama kepala 
desa dengan masyarakat maka pembangunan untuk kedepannya 
akan lebih baik. Sebagai seoarng pemimpin, kepala desa harus 
memiliki pemikiran untuk kemajuan desanya terutama dalam 
kemajuan desa dan harapan masyarakat desa kedepannya. Hal yang 
serupa juga dikatakan oleh Bu sri debagai berikut : 
                                                           
56 Sri Rahayu, Wawancara Peneliti, 23 April 2020 
 

































“ untuk kedepannya desa ini dalam masa periode saya, 
saya ingin menjadikan desa ini makmur dan maju dalam segi 
kualitas dan kuantitasnya, dan harapan saya ingin menjadikan 
desa ini menjadi wisata dengan sumber daya yang ada di daerah 
sendang ”57 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Bu Aini salah satu 
Prangkat desa moronyamplung :  
“ menurut saya kepemimpinan yang sudah dijalakan oleh 
bu sri sudah baik mbk, orangnya sangat tegas meskipun seorang 
perempuan tapi bisa memimpin dengan baik sangat bijak dalam 
mengambil keputusan, bu sri mengajak pemuda-pemuda untuk 
bergotong royong dalam pembangunan wisata kedepannya “58 
Dengan adanya pemikiran kedepan dari kepala desa dan 
juga dukungan dari masyarakat untuk kemajuan desa bersama, 
maka desa akan menjadi maju dan sejahtera. Untuk menciptakan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat, kepala desa harus selalu 
memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat dan 
harus meperhatikan potensi apa yang dimiliki desa. Dengan 
adanaya bermacam-macam potensi yang dimiliki desa 
                                                           
57 Sri Rahayu, Wawancara Penulis, 23 April 2020 
58 Qurotul Aini, Wawancara Penulis, 24 April 2020 
 

































moronyamplung, maka kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera 
dan makmur. Agar potensi di desa tetap berkembang, maka kepala 
desa harus memberikan contoh bagaimana cara untuk memelihara 
potensi tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Sri sebagai 
berikut : 
“ potensi yang dimiliki oleh desa ini cukup banyak mbak, 
sehingga dapat kita manfaatkan untuk pembangunan maupun 
kesejahteraan masyarakat, potensi yg kita miliki seperti lading 
persawahan, sungai/perairan dan mata air yang tidak bisa habis 
yang akan kita jadikan wisata untuk kedepannya, potensi sumber 
daya manusia seperti tenaga kerja, keterampilan dani profesianal 
dan masih ada potensi sumber daya kelembagaan ”59 
Denagn adanya kesadaran dari masyarakat untuk 
memelihara potensi yang ada maka sumber daya akan tetap terjaga. 
Sumber daya yang ada tidak akan ada artinya jika tidak 
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka ada baiknya jika 
sumber daya yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seprti 
yang diungkapkan oleh Bu Sri sebagi berikut : 
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“ sumber daya alam yang ada di desa moronyamplung kan 
cukup banyak ya mbak, nah sumber daya manusianya khusus 
perempuan ini membuat anyaman tikar yang terbuat dari daun 
pandan, ini biasanya diambil atau dibeli dari orang luar kota mbak 
pekerjaan ini dibuat oleh individu orang dan hasilnya juga cukup 
lumayan buat ibu-ibu yang tidak bekerja ”60 
Pembangunan desa akan berkembang ketika sumber daya 
yang melimpah bisa dimanfaatkan dengan sebaaik-baiknya karena 
sumber daya yang ada dapat meunjang pelaksanaan pmbangunan 
desa tersebut. Dalam hal upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sasaran pembangunan tidak hanya difokuskani dari 
segi kuantitas dan kualitas SDM. 
Hasil dari temuan diatas bisa dikatan bahwa kepemimpinan 
kepala desa moronyamplung sudah maksimal meskipun masih ada 
kendala seperti keterlambatan proses pembangunan karena 
masalah anggaran dana serta sebagian masyarakat yang tidak 
setuju tentang kepemimpinan yang sudah dijalankan kepala desa. 
Hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap menjalankan 
kewajiban atas tugasnya menjadi kepala desa. Seperti yang telah 
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dikemukakan oleh Kurt Lewin tentang kepemimpinan demokratis 
bahwa pemimpin harus berusaha bertanggung jawab tentang 
pelaksanaan tujuannya.  
2. Kebijakan Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Dalam 
Mengatur Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan 
Sudah menjadi kewajiban Kepala Desa untuk bisa 
mengatur tatakelola Desa, pelayan bagi masyarakat, dan 
Pembina sekaligus pengayom bagi masyarakat desa. Bisa 
dikatakan kepala desa harus bisa bersifat efesien untuk 
menampung semua aspirasi masyarakat agar dapat memberikan 
pelayanan yang lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
Bu Sri sebagai berikut : 
“ dalam urusan pelayanan, sebagai kepala desa saya 
harus memberikan dorongan kepada bawahan saya agar selalu 
semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
dan wajib bagi prangkat desa yang tidak ada halangan berada 
dikantor balai desa untuk selalu siap melayani masyarakat yang 
membutuhkan, misalnya pembuatan KTP, KK dan Surat 
keterangan lainnya. Kami selalu siap dalam melayani 
 

































masyarakat jika jam kantor selesai masyarakat yang 
membutuhkan bisa langsung dating kerumah ”61 
Hal yang serupa juga dikatakan oleh Mas Adi salah satu 
warga sekaligus organisasi karangtaruna desa sebagai berikut : 
“ yang saya ketahui dalam pelayanan di desa ini sudah 
sangat baik mbk, karena pelayanannya memusakan dan sudah 
melalui prosedur dan syarat yang ada. Jika kantor balai desa 
tutup kita dapat kerumah untuk meminta pelayanan kepada 
kepala desa ”62 
Kebijakan kepala desa dalam pelayanan publik sangat 
baik, masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh kepala desa. Hal tersebut sudah menjadi 
kewajiban bagi kepala desa untuk meningkatkan kebijakan yang 
strategis dalam pelayanan publik. 
Sebagaimana kepala desa perempuan yang sudah 
berperan aktif sebagai seorang pemimpin, kepela desa 
moronyamplung juga ikut terjun langsung dalam pelaksanaan 
pembangunan Kenyataan tersebut tidak dapat dihindari bahwa 
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peran perempuan dalam sektor pembangunan harus mempunyai 
porsi yang seimbang dengan laki-laki. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bu Sri sebagai kepala desa moronyamplung 
sebagai berikut : 
“ menjadi kepala desa itu tanggung jawab pertama bagi 
saya karna saya mempunyai kewajiban untuk bertanggung 
jawab atas kepemimpinan yang telah saya buat tapi tapi saya 
juga tidak melupakan kewajiban saya sebagai  ibu rumah 
tangga  dalam mengurus Rumah, anaki sekaligus suami.”63 
Bu Sri sebagai kepala desa perempuan tentu juga 
mempunyai rasa keibuan dalam tindakannya, dia juga 
mendukung ide-ide kreatif masyarakat untuk menuju desa yang 
sejahtera. Dalam segala pelaksanaan Bu Sri selalu tanggap 
dalam urusan masyarakat, contohnya dalam pembangunan jalan 
desa moronyamplung, tempat olahraga dan pembangunan 
lainnya Bu Sri akan mengusahakan agar pembangunan tersebut 
bisa terlaksanakan dan menjamin kesejahteraan masyarakat desa 
moronyamplung. 
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Adapun program dari pemerintahan pusat untuk 
mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah dengan 
program Raskin dan Restra. Dalam pelaksanaan pendistribusian 
Raskin tersebut sesuai dengan petunjuk, setiap desa harus 
dibentuk dan ditunjuk satuan tugas pelaksanaan pendistribusian 
Raskin agar membantu mendistribusikan beras miskin kepada 
masyarakat miskin di desa. Seperti apa yang dikatan oleh Bu Sri 
sebagai berikut : 
“ pada program yang dari pemerintah yaitu raskin pada 
tahun 2018 itu sebanyak 192 KK Miskin targetnya 3.840 kg dari 
desa moronyamplung sendiri. Alhamdulillah dari program itu 
masyarakat miskin bisa terbantu ”64 
Hal yang sama juga dikatan oleh bapak Hunaji selaku 
Kepala Dusun desa moronyamplung : 
“ Alhamdulillah mbak dapat bantuan pemerintah dari 
program raskin, kepala desa dan bawahnnya juga sudah 
bekerja keras dalam bantuan ini untung-untung bisa membantu 
warga yang miskin di desa ini. ”65 
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Dari hal tersebut kepala desa sudah megoptimalkan agar 
masyarakat yang tergolong dari keluarga miskin bisa 
mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kepala desa juga 
membentuk satuan tugas pelaksana pendistribusian agar bantuan 
tersebut bisa berjalan lancar. 
Dalam sebuah kepemimpinan tidak ada yang nama jalan 
lurus seringkali mengalami adanya masalah atau kendala-
kendala yang dihadapai. Begitupun dengan kepemimpinan 
kepala desa moronyamplung juga lazim jika mengalami 
kendala-kendala tersebut, tinggal bagaminan kepala desa 
menyikapi masalah tersebut dengan sikap yang bijak dan rasa 
tanggung jawab terhadap kepemimpnannya. Seperti apa yang 
dikatakan oleh Bu Sri kepala desa sebagai berikut : 
“ masalah ataupun kendala itu selalu ada mbak didalam 
kepemimpinan, yah tentu saja tergantung bagaimana kita bisa 
bekerja keras dalam menyelesaikannya. pertama kita harus 
menumbuhkan semangat pada diri sendiri agar bisa mendorong 
yang lain untuk tetap bekrja dan menemukan cara untuk 
menyelesaikan masalah tersebut, saya selalu mengajak para 
 

































prangkat desa, kepala dusun dan masyarakat untuk bekerja 
sama dalam menangani hal tersebut. ”66 
Seperti yang dikatan oleh Kurt Lewin bahwa pemimpin 
yang demokratis mengganggap dirinya sebagian dari 
kelompoknya. Setiap pemimpin mempunyai cara sendiri dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain adanya kendala-
kendala yang ada didesa moronyamplung kepala desa pasti bisa 
menyelesaikannya dengan mengajak bawahnnya sekaligus 
masyarakat untuk bekerja sama membangun desa yang 
sejahtera.  
D. Temuan Penelitian 
1. Kepemimpinan Kepala Desa Moronyamplung yaitu dengan 
menggunakan Tipe Kepemimpinan Demokratis. Kepala desa 
moronyamplung setiap pengambilan keputusan selalu 
menggunakan musyawarah dengan prangkat desa, masyarakat desa 
dan dengan pihak yang terkait. 
2. Peran Kepala Desa Moronyamplung sangatlah penting dalam 
sektor meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah 
kebijakan kepala desa morong nyamplung adalah untuk 
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mengupayakan agar pembangunan desa berjalan lebih efektif, 
efesien, dan singkron. Kepala desa moronyamplung menggunakan 
pendekatan kepada masyarakat dengan menjalin komunikasi 
dengan masyarakat dan aktif dalam kegiatan organisasi desa. 
3. Partisipasi masyarakat desa moronyamplung sangat baik, kepala 
desa moronyamplung selalu mengajak masyarakat untuk saling 
bergotong royong dalam pembangunan desa, saling 
bermusyawarah dalam segala hal seperti kendala-kendala yang ada 
di desa dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan 
bersama.  
4. Strategi pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam masa 
kepemimpinannya adalah menjadikan desa maju dan sejahtera 
melalui terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Kontribusi kepala 
desa perempuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan desa antara lain : a) bertanggung jawab dan bersifat 
profesional dalam bertugas, b) memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada masyarakat, c) memperbaiki sarana dan 
prasarana desa moronyamplung dengan melakukan pembangunan 
desa.  
Kepala desa juga selalu mendorong dan memotivasi masyarakat  
agar selalu bekerja keras, saling bergotong royong untuk 
 

































menciptakan desa yang sejahtera dan mampu mengembangkan 



















































Tidak ada alasan bagi perempuan menjadi seorang pemimpin 
jika dia mempunyai kelebihan yang bisa menduduki kursi jabatan 
kepemimpinan tersebut, bisa mendapatkan kepercayaan dan dukungan 
dari masyarakat adalah hal yang utama bagi seorang pemimpin 
begitupun dengan Kepala Desa. Kepala Desa Moronyampung 
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin desa 
tersebut. Kepala desa memiliki kekuasaan kepemimpinan tertingggi di 
desa, jadi maju dan mundurnya suatu pembangunan didesa tergantung 
tugas pelaksanaan kepala desa. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peniliti melalui 
wawancara kepada prangkat desa, masyarakat desa, dan organisasi desa 
yang terjadi di Desa Moronyamplung Kecamatan Kembangbau 
Kabupaten Lamongan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. strategi kepemimpinan kepala desa moronyamplung adalah 
dengan mewujudkan desa menjadi desa yang lebih maju dan 
 

































terwujudnya kesejahteraan ekonomi melalui visi misi yang 
sudah dibentuk oleh kepala desa. 
2. kebijakan yang diambil kepala desa dalam mengatur desa 
moronyamplung yaitu dengan menggunakan teknis 
musyawarah kepada masyarakat dalam melaksanakan program 
pembangunan desa. Karena musyawarah desa merupakan 
wadah yang sangat penting dan strategi bagi masyarakat untuk 
menyalurkan gagasan dan kebutuhan hidupnya. 
Kontribusi kepala desa terhadap peningkatan kualitas 
penyelenggaran lembaga pemerintahan desa sudah dibilang cukup baik. 
B. Saran  
Setelah melesaikan analisis dari penelitian, maka sebagai 
peneliti dari penelitian tersebut memberikan saran yang bertujuan agar 
bisa memberikan gambaran dalam kepemimpinan yang selanjutnya. 
Pertama, hendaknya kepala desa meningakatkan partisipasi 
perempuan didalam masyarakat (sector public), misalnya dengan 
membuat program khusus perempuan agar mereka mereka dapat 
mengetahui potensi yangi dimilinya. 
 

































Kedua, hendaknya kepala desa atau perangkat desa mengupgrad 
informasi dimedia social terkait denagn perkembangan desa, khususnya 
dalam program kedepan untuk pembangunan desa wisata sendang. 
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